
PEMBAHASAN RANPERDA IRIGASI 
TANGGAL : OKTOBER 2011 

RANPERDA 
RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG 
PENGELOLAAN IRIGASI 

DENGAN RAHMAT lUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa irigasl merupakan salah satu faktor pendukung 
ut.ama keberlanjutan dan keberhasllan pembangunan 
pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan; 

b. bahwa untuk terlaksananya sistem irlgasl yang leblh efektif 
dan efisien,berdaya guna dan berhasil guna secara 
berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan 
Peraturan Pemerlntah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barat tentang 
Pen~elQlaan Irigasi; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nornor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra llngkat I Sumatera 
Barat, Jambl, dan Rlau sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 1958 Nornor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nornor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013 ); 

PERUBAHAN 
RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG 
IRIGASI 

DENGAN RAHMATlUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa irlgasi merupakan salah satu faktor pendukung 
utama keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan 
pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan; 

b. bahwa untuk terlaksananya slstem irlgasi yang lebih efektlf 
dan efislen, berdaya guna clan berhasll guna secara 
berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sesual dengan 
Peraturan Pemerlntah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasl; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Irigasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra llngkat I 
Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1958 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 1958, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 1646); · 

2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013 ); 
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3. Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478), 

s. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tent:ang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3656); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia tahun 1999 Nomor 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagalmana telah di ubah dengan Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehut:anan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Republlk Indonesia Negara Nomor 
4412); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor43n); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlkanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasl 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoslstemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Repubflk Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478), 

s. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1996 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3656); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagalmana telah di ubah dengan Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Unctang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadl 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4412); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433), sebagalmana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)_; 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhlr dengan Unclang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

10.Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ungkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Pertlndungan Lahan Pertanlan Dengan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 5068); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3445); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Ungkungan (Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3848); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualltas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4161); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keclua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Repubfik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlinclungan dan Pengelolaan Ungkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Dengan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5068); 

12. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ... , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
.... ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3445); 

14. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 
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~---------------------------------------------,----------------------------------------------,-------------------. 
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4254); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4624); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerfntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Non,or 4737); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan 
Sumber Daya Air; 

21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 
tentang Pedomao Pengembangan dan Pengelolaan Slstem 
Irigasl Partisipatif; 

22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Mengenal Komisl Irigasi; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelofaan Kualitas Air clan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4161}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4254); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyefenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasl (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerlntahan Daerah Provinsi clan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 
Sungai (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 
Nomor ... , Tambahan Lernbaran Negara Repubffk 
Indonesia Nomor ... ); 

22. Peraturan Preslden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan 
Sumber Daya Nr; 
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23.Peraturan Menter! Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Operasi clan Pemeliharaan Jaringan 
Irigasi; 

24.Peraturan Menter! Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; 

25.Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas clan 
Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasl Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

26.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 
tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasl 
Kabupaten/Kota; 

27 .Keputusan Menteri PU No.390/KPTS/01/2007 tentang 
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya 
menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, 
Pemerfntah Provins! dan Pemerfntah Kabupaten/Kota; 

28.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organlsasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provins! sumatera Barat; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan 
Pengelofaan Slstem Irlgasi Partisipatif; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi 
Irlgasl; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan 
Pemeliharaan Jaringan lrigasi; 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan 
P3A/GP3A/IP3A; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan 
Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsf dan 
Kabupaten/Kota; 

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 
tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irtgasl 
Kabupaten/Kota; 

29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 
390/KPTS/01/2007 tentang Penetapan Status Daerah 
Irigasi yang Pengelofaannya menjadl Wewenang dan 
Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provins! dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; 

30. Peraturan Daerah Provfnsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organlsasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provins! Sumatera Barat; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT 

dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT. 

MEMUTlJSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT 

--dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLMN IRIGASI Menetapkan :PERAlURAN DAERAH TENTANG IRIGASI 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

BABI 
KETEl'ffiJAN UMUM 

Pasal 1 
Oalam Peraturan Daerah inf, yang dlmaksud dengan : Dafam Peraturan Daerah ini, yang dlmaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Baral 1. Daerah adalah Provins! Sumatera Barat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerfntah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pmvinsi Sumatera Barat. 

3. Gubernur adalah Gubemur Sumatera Barat. , 3. 

4. Dlnas aclalah Oinas Pengelolaan SUmber Daya Air Provinsi Sumatera 4. 
Barat. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air I 5. 
Provinsi Sumatera Barat. 

6. Dinas Teknis terkait ~lah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang I 6, 
berperan dan mempunyai tugas pokok dan fungsl dalam pengendalian 
dan pengelolaan irigasi. 

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun di bawah I 7. 
pennukaan tanah, tennasuk dalam pengertian lnl air pennukaan, air 
tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. 

8. Somber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang I 8. 
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

9. Air Irigasi adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah I 9. 
perrnukaan tanah termasuk dalam pengertian lni air pennukaan, air 
tanah, air hujan dan air laut yang dlmanfaatkan untuk kepertuan air 
lrigasi. 

Gubernur adafah Gubernur Sumatera Barat. 

Dinas adalah Dinas Pengelolaan SUmber Daya Air Provins! Sumatera 
Barat. 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya pjr 
Provinsi Sumatera Barat. 

Dlnas Teknls terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
berperan dan mempunyai tugas pokok clan fungsi dalam pengendalian 
dan pengelofaan irigasi. 

Air adafah semua air yang terdapat pada, diatas maupun di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air 
tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. 

5umber Air aclalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

Air Irlgasf adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah 
permukaan tanah termasuk dalam pengertfan ini air pennukaan, air 
tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan untuk keperluan air 
lrigasi. 

10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan,dan pembuangan air I 10. Irlgasi adafah usaha penyediaan, pengaturan,dan pembuangan air 
frigasl untuk menunjang pertanian, yang jenisnya mellputi lrlgasi air 
permukaan, irigasf rawa, lrlgasi air bawah tanah, irJgasl pompa dan 
iriaasi tambak. 

irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya metiputi irigasi air 
pennukaan, irigasl rawa, irlgasi air bawah tanah, lrigasi pompa dan 
, .... :---1 '--1... ... 1., 



11. Sistlm Irigasi meliputi Prasarana Irlgasi, air irigasi, manajemen irigasi, 111. Sistlm Irigasi meliputl Prasarana Irfgasi, air irigasi, manajemen lrigasi, 
kelembagaan pengelolaan iriQasl, dan sumber daya manusia. kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. 

12. Penyediaan Air Irigasi adafah penentuan volume air per satuan waktu I 12. 
yang dlalokaslkan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang 
didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk 
menunjang pertanian dan keperluaan lainnya. 

Penyediaan Air Irigasf adalah penentuan volume air per satuan waktu 
yang dialokasikan dari suafu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang 
didasarkan walctu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk 
menunjang pertanlan dan keperluaan lainnya. 

13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, I 13. 
pemberian, dan penggunaan air irigasi. 

Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang mellputi pembagian, 
pemberlan, dan penggunaan air irigasi. 

14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagf air di bangunan bagi 14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi 
dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. dalam jaringan primer dan/atau jarlngan sekunder. 

15. Pemberian Air Irigasi aclalah kegitan menyalurkan air dengan jumlah 15. Pemberian Air Irigasi adalah kegltan menyalurkan air dengan jumlah 
tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. 

16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak 16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak 
tersler untuk mengairi lahan pertanian pada saat di perlukan. tersier untuk mengalri lahan pertanian pada saat di perlukan. 

17. Pembuangan Air Irlgasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran 17. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut dralnase, adalah pengaliran 
kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah kefebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah 
lrigasl tertentu. irigasi tertentu. 

18. Daerah Iriga.si adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu / 18. Daerah Irlgasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu 
jarlngan irtgasl. jaringan lrigasl. 

19. Jaringan Irigasl adalah saluran, bangunan, dan bangunan pefengkapnya 
yang merupakan satu kesatuan yang dlperlukan untuk penyedlaan, 
pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasl. 

20. Jaringan Irlgasi Primer bagian dari jaringan lrigasi yang terdiri dari 
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, 
bangunan bagl, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapnya. 

21. Jaringan Irigasl Sekunder adalah bagian darl jaringan irigasi yang terdirl 
dart saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, 
bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. 

22. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasl oleh batas oleh 
batas hldrogeofogis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti 

roses oengimbuhan, oengallran, dan pelepasan air tanah berlangsu 

19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan petengkapnya 
yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 
pembagian, pemberlan, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 

20. Jaringan Irigasl Primer bagian dari jaringan irigasl yang terdlrl dari 
bangunan utama, saluran lnduk/prlmer, saluran pembuangannya, 
bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapnya. · 

21. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdlrf 
dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, 
bangunan bagl sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. 

22. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibat.asf oleh batas oleh 
batas hldrogeologis, tempat semua kejadlan hidrogeologls seperti 

·oses pengimbuhan, pengallran, dan pelepasan air tanah berla 
.., 



23. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal 
darl air tanah, mulal dari sumur clan lnstalasi pompa sampai dengan 
saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya. 

24. 5aluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah 
yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairl. 

23. Jaringan Irlgasi Air Tanah adalah jaringan lrigasi yang airnya berasal 
darl air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan 
saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya. 

24. 5aluran Irigasi Air Tanah adalah bagfan darl jaringan irlgasi air tanah 
yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialri. 

25. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan lrlgasi yang di bangun dan di 125. Jaringan Irigasf Desa adalah jaringan irigasi yang di bangun dan di 
kelola oleh masyarakat desa atau pemerintah clesa. kelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. 

26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jarlngan irlgasi yang berfungsi sebagai 
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdlri dari 
saluran tersier, saluran kuarter clan saluran pembuang, boks tersier, 
boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 

27. Perlcumpulan Petanl Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah 
kelembagaan pengelola irigasl berbadan hokum yang menjadi wadah 
petani pemakai air dalam suatu daerah tayanan atau desa, yang 
dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani. 

28. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah 
kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah 
petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan irigasi 
sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat 
petani. 

26. Jaringan Irlgasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai 
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri clari 
saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, 
boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 

27. Perkumpulan Petani Pernakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah 
kelembagaan pengelola irigasi berbadan hokum yang menjadi wadah 
petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau desa, yang 
dibentuk secara demolcratis oleh dan untuk masyarakat petani. 

28. Gabungan Petani Pemakal Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah 
kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah 
petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan irigasi 
sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh clan untuk masyarakat 
petani. 

29. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah I 29. lnduk Petani Pemakal Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah 
kelembagaan pengelola irlgasi berbadan hokum yang menjadi wadah 
petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan lrlgasi primer 
atau satu daerah irigasi yang di bentuk secara demokratis oleh dan 
untuk masyarakat petani. 

kelembagaan pengelola irigasi berbadan hokum yang menjadi wadah 
petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jarlngan irigasi primer 
atau satu daerah irigasi yang di bentuk secara demokratis oleh dan 
untuk masyarakat petani. 

30. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam 
bidang pertanlan, baik yang telah tergabung dalam organisasl 
P3A/GP3A/ IP3A maupun petanl lainnya yang belum tergabung clan/ 
atau tidak tergabung dalam organlsasl P3A/ GP3A/ IP3A. 

30. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalarn 
bldang pertanian, balk yang telah tergabung dalam organisasi 
P3A/GP3A/ IP3A maupun petani lalnnya yang belum tergabung clan/ 
atau tldak tergabung dalam organisasi P3A/ GP3A/ IP3A. 

31. Komisi Irigasl Provinsi adalah lembaga koordinasi clan komunikasi I 31. 
antara wakil Pemerintah Provins!, wakll P3A tlngkat daerah irigasi, wakil 
pengguna jaringan irigasl di Daerah dan wakil Komisi Irlgasl Kabupaten/ 

Komisl lrigasi Provins! adalah lembaga koordinasi dan komunikasi 
antara wakll Pemerlntah Provlnsi, wakll P3A tingkat daerah irigasi, wakll 
pengguna jaringan irigasi di Daerah clan wakll Komisi lrfgasi Kabupatef'I/ 
Kota yang di wllayahnya terdapat jaringan irigasi yang menJadi 
~J'lQ_g_@gJawab Pemerintah Provinsl. 

Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan lrigasi yang menjadi 
tangCJung jawab Pemerintah Provins!. 



32. Komisl Irigasl Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasl dan 
komunikasi antara wakil P3NGP3A/IP3A, waldl pengguna jaringan 
irigasi di Kabupaten/Kota. 

33. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jarlngan irigasJ 
baru dan/atau peningkatan jarinagn lrigasi yang sudah ada. 

34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiat.an penyediaan 
jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. 

35. Penlngkatan jaringan irlgasl adatah kegiat.an menlngkatkan fungsi dan 
kondisi jaringan irigasl yang sudah ada atau kegiatan menambah tuas 
areal petayanan pada jarlngan frigasi yang sudah ada dengan 
mempertimbangkan perubahan koncfrsi llngkungan daerah lrigasi. 

36. Pengelolaan jartngan lrlgasi adalah kegiat.an yang meliputi operasi, 
pemellharaan, dan rehablfitaSi jaringan irigasi di daereah irigasi. 

32. Komis! Irlgasi Kabupaten/Kota adafah tembaga koordinasi dan 
komunlkasi antara wakil P3A/GP3NIP3A, wakfl pengguna jaringan 
irlgasi di Kabupaten/Kota. 

33. Pengembangan Jaringan Irlgasf adalah pembangunan jaringan irigasi 
baru dan/atau penlngkatan jarlnagn lrigasl yang sudah ada. 

34. Pembangunan jartngan frigasi adatah seluruh keglatan penyedlaan 
jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan lrigasinya. 

35. Peningkattm jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan 
lcOndlsl jarlngan lrlgasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas 
areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan 
mempertlmbangkan perubahan kondisi Hngkungan claerah lrigasi. 

36. Pengelolaan jaringan irlgasi adalah keglatan yang meliputl operasl, 
pemefiharaan, dan rehabilitasi jaringan irlgasl di daereah irigasi. 

37. Operas! jaringan lrigasi acJalah upaya pengaturan air irigasi dan I 37. 
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu 
bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem 
golongan, menyusun rencana pembaglan air, melaksanakan kaHbrasl 
pintu/bangunan, mengumputkan data, memantau, dan mengevaluasi. 

Operasi jaringan irlgasi adalah upaya pengaturan air irigasl dan 
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu 
bangunan irlgasl, menyusun rencana tata tanam, menyusun slstem 
golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi 
pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. 

38. Pemeliharaan jaringan lrigasl adalah upaya menjaga dan mengamankan 
jarfngan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna 
memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan 
kelestariannya. 

39. Rehabffitasi Jarlngan Irigasi adalah keglatan perbafkan jarlngan frigasl 
guna mengembatikan fungsi dan pelayanan irfgasi sepertl semula. 

40. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordlnasi dan komunikasi 
antara waldf pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petanl pemakal air 
tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jarlngan irlgasl pada provinsi,dan 
wakif komisl lrigasi Kabupaten/Kota yang terkalt. 

38. Pemeliharaan jaringan lrigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan 
jaringan irigasf agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna · 
memperlancar pelaksanaan operasi dan mempert.ahankan 
kefestarlannya. 

39. Rehabllitasl Jaringan Irigasl adalah kegfatan perbalkan jarfngan lrigasi 
guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi sepertl semula. 

40. Komlsi Irigasi Provlnsi adalah tembaga koordinasf dan komunlkasi 
antara wakll pemerintah provinsi, wakil perlcumpulan petanl pemakai air 
tingkat daerah Jrtgasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsl,dan 
wakfl komlsi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait. 

41. Pengelolaan asset lrlgasl adalah proses manajemen yang terstruktur l 41. 
untuk perencanaan pemelfharaan dan penclanaan sistem lrtgasi guna 
mencapai tingkat pelayanan yang ditet.apkan dan berkelanjutan bagi 
pemalcal air lrtgasi dan pengguna jaringan lrigasi dengan pembiayaan 

Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur 
untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irlgasi guna 
mencapai tingkat pelayanan yang dltetapkan dan berkelanjutan bagi 
pemakai air irlgasl dan pengguna jarlngan jrlgasl dengan pembiayaan 

lolaan asset lrigasl seefeslen mungkin. ilolaan asset iriQasl seefesien mungkln. 



BABil 
ASAS, TUJUAN DAN RUANG UNGKUP 

Baglan Kesatu 
Asas 

Pasal 2 
Irigasl dikelola berdasarkan asas : 
a. Partisipatif; 
b. berwawasan llngkungan; 
c. kelestarlan; 
d. keseimbangan; 
e. kemanfatan umum; 
f. keterpaduan dan keserasian; 
g. keadllan; 
h. kemandirian; 
I. transparansi; dan 
j. akuntabilitas. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasaf 3 

Tujuan pengelotaan irigasi yaitu : 
a. untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasl di Daerah 

secara efislen dan efektif, terarah dan berkelanjutan, serta 
mengutamakan kepentingan petani. 

b. untuk mendukung produktMtas usaha tani guna meningkatkan procluksi 
pertanian dalam rangka katahanan pangan serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal4 
Ruang lingkup pengelofaan sistem irigasi meliputi : 

a. pengembangan dan pengefofaan sistem irlgasl yang diselenggarakan 
secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, 
akuntabel dan berkeadilan. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG UNGKUP 

Bagian Kesatu 
·Asas 

Pasat2 
Irlgasl dlkelola berclasarkan asas : 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

Partislpatif; 
berwawasan llngkungan; 
kelestarlan; 
keselmbangan; 
kemanfatan umum; 
keterpaduan dan keseraslan; 
keadilan; 
kemandirian; 
transparansf; clan 
akuntabilitas. 

Bagian Kedua 
Tujuan Dan Fungsi 

Pasal3 

(1) Irigasi dikelola dengan tujuan untuk mengatur pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi di Daerah secara efisien dan efektif, terarah 
dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentlngan petanr. 

(2) Ir1gasi berfungsi untuk mendukung procluktivitas usaha tanl guna 
meningkatkan produksi pertanlan dalam rangka katahanan pangan 
serta meningkatkan kesejahteraan masvarakat, khususnva oetani. 

Bagian Ketiga 
Ruang Ungkup 

Pasal 4 
Ruang llngkup pengaturan irigasi meliputi : 

a. pengembangan clan pengelolaan sistem irigasi yang diselenggarakan 
sec.ara partlsipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, 
akuntabel dan berk.eadilan. 

b. oenaembangan dan pengelolaan sistem lrigasi yang dilaksan_akan di I b. pembangunan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan jarir,gan irfgasi 

Judul BAB II diubah menjadi 
ASAS, TUJUAN , FUNGSI 

DAN RUANG UNGKUP 

1 (\ 



seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah I di wilyah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, 
dengan melibatkan semua plhak yang berkepentingan serta peran 
masyarakat petani. 

c. pengembangan dan pengelolaan sistem irlgasi yang dilaksanakan oleh I c. peningkatan jaringan lrigasl 
Badan Usaha, Sadan Soslal atau Perorangan di selenggarakan dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong 
peran serta petani. 

BAB III 
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Baglan Kesatu 
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

PasalS 
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan 
pengelolaan sistem irlgasi meliputi : 

a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 
irlgasi berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan 
kepentingan provinsl sekitamya; 

PasalS 

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pembangunan jaringan 
irigasi dan peningkatan jaringan irigasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dilaksanakan di seluruh daerah lrigasi yang menjadl kewenangan pemerintah 
daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta peran 
masyarakat petani. 

BAB III 
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Pasal6 
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan 
pengelolaan sistem lrigasi mellputl : 

a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 
irlgasi berclasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan 
kepentingan provinsl sekitarnya; 

b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada j b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada 
daerah irigasl lintas Kabupaten/Kota; daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; 

c. melaksanakan pengelolaan sistem irlgasi primer dan sekunder pada I c. 
daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada 
daerah lrigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; 

d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerlntah kabupaten/kota atas I d. 
penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk lrigasi yang diambil dari 
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk iriaasi: 

melaksanakan pengelolaan sistem irlgasl primer dan sekunder pada 
daerah lrigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada 
daerah irlgasl yang bersifat lintas kabupaten/kota; 

memberi rekomendasi teknis kepada pemerlntah kabupaten/kota atas 
penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk lrigasi yang dlambll dari 
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasl · 

Ditambah Pasal 5 baru 

Pasal 5 menjadi Pasal 6 baru 

1 • 



e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kot.a dalam 
pengembangan dean pengelolaan sistem irigasi; 

e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam 
pengembangan dean pengelolaan sistem irigasi; 

f. menjaga efektivitas, eflsiensl dan ketertiban pelaksanaan 
pengembangan sistem irigasl primer dan sekunder pada daerah irigasl 
lintas kabupaten/kota; 

f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan 
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irlgasi lint.as 
kabupaten/kota; 

g. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelola l g. 
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 
1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah lrigasi yang bersifat 
lintas kabupaten/kota; 

menjaga efektivitaS, efisiensl dan ketertiban pelaksanaan pengelola 
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 
1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat 
lintas kabupaten/kota; 

h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan I h. memberikan bantuan teknls dalam pengembangan dan pengelolaan 
sistem lrlgasi kepada pemerlntah kabupaten/kota; I sistem lrigasi kepada pemerlntah kabupaten/kota; 

i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan I i. 
dan pengelolaan sistem irigasl yang menjadl tanggung jawab 
masyarakat petani atas permlntaannya berdasarkan prlnsip kemandlrian; 

memberikan bantuan kepada masyarakat petanl dalam pengembangan 
dan pengelotaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab 
masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; 

j. membentuk komisl irigasi provlnsi; j. membentuk komisi lrigasi provinsi; 

k. bersama dengan provinsi yang terkalt dapat rnembentuk komisl irlgasl k. bersama dengan provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irlgasi 
antar provlnsl; dan/atau antar provinsl; dan/atau 

I. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau I. memberlkan lzin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau 
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irlgasi pada jarlngan irigasi pembongkaran bangunan c:lan/atau saluran lrlgasl pada jaringan irigasi 
primer dan sekunder dalam daerah lrigasi lintas kabupaten/kota. primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota. 

Pasal6 
(1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerlntah dan/atau I (1) 

pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasl primer dan sekunder atas dasar kesepakatan. 

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai I (2) 
deng<!n .per~~I.J@n J>e~undang_-undangan. 

Pasal 7 

Pasal7 
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah dan/atau 
pernerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengefolaan 
jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan. 

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, 

Pasaf 8 
(1) Pemerlntah daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari 

pemerintah kabupaten/kota untuk rnelaksanakan pengelolaan sistem 
irigasl primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu 
kabupaten/kota yang luasnya kurang darl 1.000 ha, dalam hal 
pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakannya. 

( 1) Pemerintah daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari 
pemerintah kabupaten/kota untuk rnelaksanakan pengelolaan sistem 
lriQasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu 
kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha, dalam hal 
pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakannya. 

Pasal 6 menjadi Pasal 7 baru 

Pasal 7 menjadi Pasal 8 baru 



(2) Pemerintah daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari 
pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengembangan sistem 
irlgasi primer dan sekunder pada daerah irigasl dalam satu 
kabupaten/kota, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat 
melaksanakannya. 

(3) Wewenang yang dapat diterima dalam penyerahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya meliputi pelaksanaan 
pembangunan,peningkatan atau rehabilitasl sistem irigasi. 

( 4) Pelaksanaan penerlmaan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dllakukan berdasarkan usulan penyerahan 
dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah yang 
disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknls 
dan/atau finansial. 

(5) Pemerlntah daerah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerfntah 
daerah dapat menyatakan menerima, balk sebagian rnaupun 
seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang 
Pemerlntah Kabupaten/Kota. · 

(7) Dalam hal pemerlntah daerah menerlma usulan penyerahan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (6), pemerlntah daerah dan 
pemerlntah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai 
penyerahan sebaglan wewenang pemerlntah kabupaten/kota kepada 
pemerintah daerah. 

(8) Dalam hal pernerintah daerah tidak rnenerima usulan penyerahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah dan 
pemerintah kabupaten/kota meneruskan usulan penyerahan wewenang 
yang tidak dlterlmanya kepada Pemerintah. 

(9) Dalam hal pemerintah daerah tldak menerima usulan penyerahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemerintah daerah,pemerlntah 
kabupatenkota membuat kesepakatan mengenal penyerahan 
wewenang pemerlntah kabupaten/kota kepada pemerfntah. 

(2) Pemerintah daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari 
pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengembangan slstem 
irigasl primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu 
kabupaten/kota, dalam hal Pemeiintah KabupatenfKota belum dapat 
melaksanakannya. 

(3) Wewenang yang dapat diterirna dalam penyerahan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya meliputi pelaksanaan 
pembangunan,peningkatan atau rehabilltasi sistem iriQasi. 

(4) Pelaksanaan penerimaan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2} dilakuk.an berdasarkan usulan penyerahan 
dari pemerintah k.abupaten/kota kepada pemerfntah daerah yang 
disertai dengan alasan yang mencakup ketldakmampuan teknls 
dan/atau finansial. 

(5) Pemerlntah daerah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan 
sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 4). 

(6) Berdasarkan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (5), pemerlntah 
daerah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun 
seluruhnya, atau tldak menerlma usulan penyerahan wewenang 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(7) Dalam hal pemerintah daerah menerima usulan penyerahan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (6), pemerlntah daerah dan 
pemerfntah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenal 
penyerahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada 
pemerintah daerah. 

(8) Dalam hal pemerlntah daerah tldak menerlma usulan penyerahan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah clan 
pemerintah kabupaten/kota meneruskan usulan penyerahan wewenang 
yang tldak diterimanya kepada Pemerlntah. 

(9) Dalam hal pemerintah daerah tidak menerima usulan penyerahan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (8), pemerintah daerah,pemerintah 
k.abupatenkota membuat kesepakatan mengenai penyerahan 
wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah. 



Pasal 8 
Pemerintah daerah wajib mengambil alih pelaksanaan sebagian wewenang 
pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi oleh pemerintah 
kabupaten/kota dalam hal : 
a. pemerintah kabupaten/kota tidak rnelaksanakan sebagian wewenang 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat 
rnembahayakan kepentingan umum dan/atau; 

b. adanya sengketa antar kabupaten/kota. 

Bagian Kedua 
Wewenang dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani 

Pasal9 
Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: 
a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; 

b. menjaga efektivitas, efislensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung 
jawabnya;dan/atau 

c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, 
dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan 
irigasl tersier berdasarkan pendekatan partisipatif. 

BAB IV 
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal 10 
(1) Pengembangan dan Pengelolaan irigasl diselenggarakan dengan 

mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan melibatlcan P3A 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lrigasl. 

(2) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irlgasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemberclayaan petanl 
pemakal air secara sistematls, terpadu berkesinambungan dan 
berkelanjutan. 

Pasal 11 
(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan 

irigasi yang efislen dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya kepada masyarakat petanl, dilaksanakan dengan 
pendayagunaan sumber daya air. 

Pasal9 
Pemerintah daerah wajlb mengambil alih pelaksanaan sebagian wewenang 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah 
kabupaten/kota dalam hal : 
a. pemerlntah kabupaten/kota. _tidak melaksanakan sebagian wewenang 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasl sehingga dapat 
membahayakan kepentingan umum dan/atau; 

b. adanya sengketa a11_tar kabupaten/kota. 

Pasal 8 menjadi Pasal 9 baru 

Bagian Kedua Pasal 9 menjadi Pasal; 10 

Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Petanl baru. 
Pasal 10 Hasil konsultasi Biro Hukum 

Tugas dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan Kemendagrl. Judul pasal 10 
pengelolaan sistem lrigasi meliputi: lni kata wewenang dirobah 
a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi tersier; menjadi kata tugas, karena 

b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan masyarakat bukan diberi 
dan pengelolaan sistem irlgasi tersier yang menjadl tanggung wewenang tetapi diberi 
jawabnya;dan/atau tugas dan arahan. 

c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, 
dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan 
irjgasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif. 

BAB IV 
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal 11 
(1) Pengembangan dan Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan 

mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan melibatkan P3A 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan irigasi. 

(2) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemberclayaan petani 
pemakai air secara sistematis, terpadu berkesinambungan dan 
berkelanjutan. 

Pasal 12 
(1) Untuk menjamln terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan 

irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberlkan manfaat yang 
sebesar-besarnya kepada rnasyarakat petani, dilaksanakan dengan 
pendayagunaan sumber daya air. 

Pasal 10 menjadi Pasal 11 
baru 



(2) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l (2) 
dldasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air 
tanah sec.ara tepadu, dengan mengutamakan pemanfaatan air 
permukaan. 

Pasal 12 

Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air 
tanah secara tepadu, dengan mengutamakan pemanfaatan air 
permukaan. 

Pasal 13 
Pengembangan dan pengelolaan lrigasi dilaksanakan dengan satu sistem 
irigasl dalam satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan 
memperhatikan kepentfngan pemakal air irlgasi serta penggunaan jaringan 
irlgasi di ba__gian hulu, tengah dan hilir secara selaras. 

Pengembangan dan pengelolaan lrigasl dilaksanakan dengan satu sistem 
irlgasi dalam satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan 
memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi serta penggunaan jaringan 
iriQasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. 

Pasal 13 Pasal 14 
Untuk rnencapal pemanfaatan jaringan lrigasi yang optimal, maka 
penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem lrlgasi dilakukan 
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentiooan. 

Untuk mencapai pemanfaatan jaringan lrigasi yang optimal, maka 
penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan slstem lrigasi dilakukan 
denaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. 

Pasal 14 
(1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan I (1) 

air irigasi dan prasarana lrigasi yang baik, untuk menunjang 
peningkatan pendapatan masyarakat petani. 

(2) Untuk mendukung keandatan air irigasi sebagaimana dimaksud pada I (2) 
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, bendung, 
waduk dan embung, mengendallkan kualitas air, jaringan dralnase yang 
layak dan memanfaatkan kembali air dari saluran pembuangan/drainase 
serta menyediakan pompa dan prasarana lainnya. 

(3) Dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani I (3) 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), pengembangan dan pengelolaan 
sistem irlgasi dilakukan untuk mendorong k.eterpaduan dengan kegiatan 
diversifikasl dan moclemisasi usaha tani. 

BABV 
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Kelembagaan 

Pasal 15 

Pasal 15 
Keberlanjutan sistem irlgasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan 
air irigasi dan prasarana irigasi yang balk, untuk menunjang 
penlngkatan pendapatan masyarakat petani. 
Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, bendung, 
waduk dan embung, mengendallkan kualitas air, jaringan drainase yang 
layak dan memanfaatkan kembali air darl saluran pembuangan/dralnase 
serta menyediakan pompa dan prasarana lainnya. 
oatam menunjang penlngkatan pendapatan masyarakat petani 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan pengelolaan 
slstern irigasi dilakukan untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan 
diversifikasi dan modernisasi usaha tani. 

BABV 
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Kelembagaan 

Pasal 16 
(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasl yang dibangun 

pemerintah dan pemerintah daerah dibutuhkan kelembagaan 
pengelolaan irigasi 

( 1) Untuk mewujudkan tertlb pengelolaan Jaringan lrlgasl yang 
dibangun pemerlntah daerah dlbentuk kelembagaan 
pengelolaan irigasi. 

Pasal 12 menjadi Pasal 13 
baru 

Pasal 13 menjadi Pasal 14 
baru 

Pasal 14 menjadi Pasal 15 
baru 

Pasal 15 menjadi Pasal 16 
baru. 
Hasil konsultasl Biro Hukum 
Kemendagri. Pada pasal 16 
ayat 1 ada perobahan yaitu 
kata pemerintah 
dihilangkan. Kata dibutuhkan 
dirubah menjadi kata 
dibentuk. Sehingga 



(2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputl: 
a. dinas yang membidangi irlgasi; 
b. P3A,GP3A dan IP3A ; 
c. komisi irigasi. 

(2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputJ: 
a. dinas yang membidangi irlgasi; 
b. P3A, GP3A dan IP3A atau nama lain sesuai dengan kondisl daerah 

setempat; 
c. komisl irlgasi. 

(3) Petani pemakai air wajib membentuk P3A sampai pada setiap daerah l (3) Petani pemakai air wajib membentuk P3A sampai pada setiap daerah 
layanan. layanan. 

Baglan Kedua 
Perkumpulan Petani Pemakai Air 

Pasal 16 
(1) Dalam pemberclayaan P3A,GP3A dan IP3A, pemerintah daerah 

mempunyal tanggung jawab yang meliputJ : 
a. pemberian bantuan tekniS dan pembinaan P3A, GP3A dan IP3A atas 

permintaan P3A , GP3A dan IP3A yang bersangkutan; 
b. pemberian pendampingan kepada masyarakat;dan 
c. pelaksanaan penelitian dalam rangka penemuan teknologi tepat 

guna dalam bidang lrigasi dan pertanlan beririgasi sesual dengan 
kebutuhan setempat dan kearifan lokal bersama pernerlntah dan 
pemerintah daerah. 

(2) Bantuan teknis dan pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi : 
a. bantuan kepada kelembagaan pengelolaan irigasi, berupa penguatan 

dan peningkatan kemampuan kelembagaan, manajemen organisasi , 
teknis irigasi dan pertanian, dan perhitungan pemblayaan dalam 
rangka pengembangan dan pengelolaan lrigasi; 

b. bantuan kepada petugas pengelola irfgasl , berupa pendidikan, 
petatihan dan pendampingan yang mencakup kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, 
monitoring dan evaluasi. 

c. bantuan kepada pemerlntah nagari/desa dalam rangka 
pemberdayaan P3A,GP3A danIP3A, berupa tenaga pengajar, mater! 
dan metode pemberclayaan. 

(4) Pengaturan leblh lanjut tentang kelembagaan pengelolaan 
lrlgasi dlatur dalam Peraturan Gubernur. 

Baglan Kedua 
Perkumpulan Petani Pemakai Air 

Pasal 17 
( 1) Dalam pemberdayaan P3A,GP3A dan IP3A, pemerintah daerah 

mempunyai tanggung jawab yang mellputf : 
a. pemberian bantuan teknls dan pemblnaan P3A, GP3A dan IP3A atas 

permlntaan P3A , GP3A dan IP3A yang bersangkutan; 
b. pemberian pendampingan kepada masyarakat;dan 
c. pelaksanaan penelltian dalam rangka penemuan teknologi tepat 

guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan 
kebutuhan setempat dan kearifan lokal bersama pernerintah dan 
pemerlntah daerah. 

(2) Bantuan teknis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi : 
a. bantuan kepada kelembagaan pengelolaan irigasl, berupa penguatan 

dan penlngkatan kemampuan kelembagaan, manajemen organisasi, 
teknis lrlgasi dan pertanian, clan perhltungan pembiayaan dalam 
rangka pengembangan dan pengelolaan lrigasl; 

b. bantuan kepada petugas pengelola irigasi , berupa pendidikan, 
pelatihan dan pendampingan yang mencakup keglatan perencanaan, 
pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, 
monitoring dan evaluasi. 

c. bantuan kepada pemerintah nagari/desa dalam rangka 
pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A, berupa tenaga pengajar, mater! 
dan metocle oemberdayaan. 

lengkapnya berbunyi untuk 
mewujudkan tertib 
pengelolaan jaringan lrigasi 
yang dibangun pemerintah 
daerah dibentuk 
kelembagaan pengelolaan 
irigasi. Selanjutnya pasal 16 
ayat ditambah 1 ayat yaitu 
ayat ( 4) yang berbunyl 
Pengaturan lebih lanjut 
tentang kelembagaan 
pengelolaan lrigasi diatur 
dalam Peraturan Gubemur. 

Pasal 16 menjadi Pasal 17 
baru 



(3) Pemberian pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksucl pada ayat 
(1) huruf b, meliputi : 
a. pendampingan bidang lrlgasi ditujukan untuk pemberdayaan 

perkumpulan petani pemakal air, berupa kegiatan aclvokasi, 
penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan 
menugaskan tenaga pendamping masyarakat. 

b. Dinas terkait dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan 
irigasi wajlb memberl dukungan clan bekerjasama untuk 
penyelenggaraan k.egiatan pendampingan dan pelatihan. 

{ 4) Bantuan pemerintah daerah ctalam rangka penelitian sebagalmana 
dirnaksucl pada ayat (1) huruf c, mellputi : 
a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bldang irigasi 

haS1l penelitian clan pengembangan kepada masyarakat petani; 
b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat 

guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, d-an kearifan 
lokal; 

c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitlan dan 
pengembangan teknologi di bidang irlgasl; dan 

d. memfasllitasl perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam 
bldang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian konflik 
pemanfaatan sumber air untuk irlgasi 

Bagian Ketiga 
Komisi lrigasi 

Pasal 17 
(1) Untuk membantu Gubernur dalam pengelolaan jaringan irigasi, dibentuk 

komisJ lrfgasi provinsi yang penetapannya dengan Keputusan Gubemur. 
(2) Pembentukan komisi lrlgasl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan • 
(3) Komisl lrlgasi provinsi dengan tugas : 

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kondlsi clan fungsl lrigasl; 

b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pacla daerah irigasl dalam 
claerah; 

c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi; 

(3) Pemberian pendamplngan masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, meliputi : 
a. pendampingan bidang lrigasl ditujukan untuk pemberdayaan 

perkumpulan petani pemakai air, berupa kegiatan advokasi, 
penyuluhan, clan bantuan teknls dengan cara menempatkan dan 
menugaskan tenaga pendamping masyarakat. 

b. Dlnas terkalt dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan 
irlgasl wajib member! dukungan dan bekerjasama untuk 
penyelenggaraan kegiat.an pendampingan dan pelatihan. 

{ 4) Bantuan pemerintah claerah dalam rangka penelltian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputl: 
a. melakukan penyuluhan dan penyebartuasan teknologi bidang irigasi 

hasil penelitlan dan pengembangan kepada masyarakat petani; 
b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat 

guna yang sesual dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearlfan 
lokal; 

c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelltian clan 
pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan 

d. memfasllltasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam 
bidang irigasi sesual dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Bantuan Pemerlntah Daerah dalam rangka penyelesalan konflik 
pemanfaatan sumber air untuk irigasi sesuai dengan kajian teknis, dan 
mempertimbangkan kondisi alam di lingkungannya serta mempedornani 
oeraturan r:>erundang-undangan. 

Baglan Ketiga 
Komlsl Irigasi 

Pasal18 
(I) Untuk membantu Gubemur dalam pengelolaan jaringan irigasi, dibentuk 

komlsi lrlgasi provlnsi yang penetapannya dengan Keputusan Gubernur. 
(2) Pembentukan komlsi irigasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
(3) Komisi irfgasi provinsi dengan tugas : 

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kondisi dan fungsi irigasi; 

b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam 
daerah; 

c. merumuskan rencana tahunan penyedlaan air irigasi; 

Pasal 17 menjadi Pasal 18 
baru. 

Hasil konsultasi Biro Hukum 
Kemendagri. Dalam pasal 18 
ini, perlu dirumuskan unsur­
unsur dalam keanggotaan 
Komlsi Irigasl. 



d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi 
bagi pertanian clan keperluan lainnya; 

e, merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasl; dan 
f. memberlkan pertimbangan mengenai izin alihfungsi lahan beririgasl. 

(4) Komisi irigasi provtnsl sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mempunyai 
wilayah kerja meliputf : 
a. daerah irigasl yang pengelolaannya menjadi wewenang dan 

tanggung jawab pemerintah daerah yang luasnya 1000 ha sampai 
dengan 3000 ha; atau 

b. pada daerah irigasi vana bersifat lintas kabupaten/kota. 

Pasal 18 
(1) Koordinasi pengelolaan sistem lrlgasi dilakukan melalui komlsi lrigasi 

provinsi clan forum koordlnasl lainnya. 
(2) Hubungan kerja antar komisi lrigasi provinsi dengan dewan sumber 

claya air, pengelofaan sumber daya air wilayah sungai bersifat 
konsultatif dan koordinatif. 

(3) Koordinasi pengetolaan slstem irigasi pada daerah irigaSi yang menjadi 
kewenangan daerah, daerah irigasi strategi nasiOnal, baik yang sudah 
dltugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh pemerintah kepada 

rintah provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi orovinsi. 

Pasal 19 
(1) Kornisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang 

bersangkutan. 
(2) Keanggotaan komisi irigasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil 
komlsi irigasi provlnsi yang terkait, wakll P3A,GP3A dan IP3A serta wakll 
kelompok pengguna jaringan irigasi disuatu daerah irigasi lintas provinsi 
dengan prtnslp keanggotaan proporsional dan keterwakilan. 

(3) Komisi lrlgasi antar provinsi membantu gubemur terkalt dengan tugas : 
a. merumuskan kebljakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kondlsi dan fungsl irigasl; 
b. merumuskan rencana tahunan penediaan air irigasi; 
c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air lrigasi 

bagi pertanian clan keperfuan lainnya; dan/at.au 
d. merekomendasikan prloritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada 

daerah lrigasi lintas provlnsi. 

d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi 
bagi pertanian dan keperfuan lainnya; 

e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan 
f. memberikan pertimbangan mengenai izin alihfungsi lahan berlrlgasi. 

(4) Komisi irigasi provinsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
wilayah kerja meliputl : 
a. daerah irlgasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan 

t.anggung jawab pemerintah daerah yang luasnya 1000 ha sampai 
dengan 3000 ha; atau 

b. pada daerah irigasi vang bersifat lintas kabu 

Pasat 19 
( 1) Koordinasl pengelolaan sistem irigasi dllakukan melalui komisi irigasi 

provinsi dan forum koordinasl lainnya. 
(2) Hubungan kerja antar komisi irigasi provinsi dengan dewan sumber 

daya air, pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersifat 
konsultatif dan koordinatif. 

(3) Koordinasi pengelolaan sistem irtgasi pacla daerah irlgasi yang menjadi 
kewenangan daerah, daerah irigasi strategi nasional, balk yang sudah 
ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh pemerintah kepada 

mertntah provinsi dHaksanakan melalul komlsi lrioasl provinsi. 

Pasal20 
(1) Komisi lrigasi ant.ar provinsi dapat dibentuk sesual dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Keanggotaan komisl lrlgasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan wakU pemerintah kabupaten/kota yang terkalt, wakil 
komlsi irigasl provlnsl yang terkait, wakil P3A,GP3A dan IP3A serta wakll 
kelompok pengguna jarlngan irigasi disuatu daerah lrigasi lintas provlnsi 
dengan prlnsip keanggotaan proporslonal dan keterwakllan. 

(3) Komisi irlgasi antar provinsi mernbantu gubernur terkait dengan tugas : 
a. merumuskan lcebljakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kondlsl dan fungsi irigasi; 
b. merumuskan rencana tahunan penediaan air irigasi; 
c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi 

bagi pertanian dan keperluan lalnnya; dan/at.au 
d, merekomendasikan priOritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada 

daerah irlgasi lint.as provinsi. 

Pasal 18 menjadi Pasal 19 
baru 

Pasal 19 menjadl Pasal 20 
baru 



(4) Susunan organlsasi, tata kerja, dan keanggotaan komisl lrlgasl antar I (4) susunan organisasi, tata kerja, clan keanggotaan komisi lrtgasl antar 
provinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antar gubernur yang provinsi ditetapkan dengan keputusan bersama gubemur. 
1:>er.ianakutan. 

BAB VI 
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN 

PENGELOLMN SISTEM IRIGASI 
Pasal 20 

( 1) Partlslpasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan 
slstem irfgasl diwujudkan mutai dari perencanaan awal, pengambilan 
keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, 
peningkatan, operas! pemeliharaan, dan rehabilitasi. 

(2) Wujud partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, 
tenaga, material, clan dana yang dilakukan balk secara perseorangan 
atau melalui P3A. 

(3) Partlsipasi masyarakat petant sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} 
dldasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta 
semangat kemitraan dan kemandirian. 

(4) Partisipasi masyarakat petanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
daoat dJsalurkan melalul P3A di wllavah kerianya. 

Pasal21 
Pemertntah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasl 
masyarakat petanf dalam pengembangan dan pengetolaan slstem irlgasi 
untuk meningkatkan rasa memilikl dan rasa tanggung jawab guna 
kebertanjutan oenoe~n lrigasl. 

BAB VII 
PEMBERDAYAAN 

Pasal22 
(1) Pemerlntah daerah memberlkan bantuan teknis kepada pemerintah 

kabupaten/kota dalam pemberdayaan atau Dinas terkait yang 
membldangi irigasi clan pemberdayaan P3A,GP3A dan IP3A serta dalam 
pengembangan dan pengelolaan irigasi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan 
pengelolaan lrlgasi petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Gubemur. 

BAB VI 
PARTISIPASI MASYARAKAT PET-ANI DALAM PENGEMBANGAN DAN 

PENGELOlAAN SISTEM IRIGASI 
Pasal21 

{1) Partisipasl masyarakat petanf dalam pengembangan clan pengelolaan 
slstem lrigasi diwujudkan mulai .dari perencanaan awal, pengambtlan 
keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, 
peningkatan, operas! pemeliharaan, dan rehabilltasl. 

(2) Wujud partlslpasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemildran, gagasan, waktu, 
tenaga, materlaJ, dan dana yang dllakukan balk secara perseorangan 
atau melalui P3A. 

(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dldasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta 
semangat kemltraan dan kemandlrlan. 

( 4) Partisipasi masyarakat petanf sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1} 
dapat dlsalurkan melalui P3A di witayah kerjanya. 

Pasal22 
Pemerlntah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasl 
masyarakat petanl dalam pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi 
untuk menlngkatkan rasa memlliki clan rasa tanggung jawab guna 
kebertanjutan pengelolaan irigasl. 

BAB VII 
PEMBERDAYAAN 

Pasal23 
(1) Pemerlnt.ah daerah memberlkan bantuan teknls kepada pemerlntah 

kabupaten/kofi1 atau Dinas terkait yang membldangl lr/gasi untuk 
pemberdayaan P.YI, GP3A dan IP3A serta dalam pengembangan dan 
pengelolaan s/stem lr/gasi. 

(2) Ketentuan lebih /anjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelola 
Ir/gas/ sebagaimana dlmaksud pad8 ayat (1) diatur dengan Peratunm 
Gubemur. 

Pasal 20 menjadi Pasal 21 
baru 

Pasal 21 menjadi Pasal 22 
baru 

Pasal 22 menjadi Pasal 23 
baru 
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Pasal 23 
Pemeritah daerah sesuai dengan kewenangannya : 
a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil 

penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani; 
b. mendorong masyarakat petanl untuk menerapkan teknologi tepat guna 

yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal; 
c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan teknologi di bldang irigasi ;dan/ atau 
d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan penemuan teknologi dalam 

bidang irigasl sesual dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
PENGELOLAAN AIR IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Pengakuan Atas Hak Ulayat 

Pasal24 
(1) Dalam pengelolaan irigasi, pemerintah daerah mengakui hak ulayat 

masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu 
yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk lrigasi 
sebatas kebutuhannya sepanjang tldak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengakuan hak ulayat dalam 
pengelolaan lrigasl diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Baglan Kedua 
Hak Guna Air Untuk Irigasi 

Pasal25 
(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakal air untuk irlgasi dan 

hak guna usaha air untuk irigasi. 
(2) Hak guna pakal air untuk irigasi diberikan untuk pertanian perdesaan. 
(3) Hak guna usaha air untuk irlgasi diberikan untuk keperluan 

pengusahaan dibidang pertanian. 
( 4) Hak guna usaha air untuk irlgasi pada lahan yang sudah beralih fungsl 

dapat dlgunakan untuk pengembangan ekonomi daerah. 

Pasal 24 / Pasal 23 menjadi Pasal 24 
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani, Pemerintah daerah baru 
melakukan: 
a. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian 

dan pengembangan; 
b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan telcnologi tepat guna 

yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal; 
c. memfasllitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan teknologi di bldang irlgasi ;dan/ atau 
d. memfasilitasi perllndungan hak penemu dan penemuan teknologl dalam 

bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
PENGGUNAAN AIR IRIGASI 

Baglan Kesatu 
Pengakuan Atas Hak Ulayat 

Pasal25 
(1) Oalam pengelolaan irigasi, pemerintah daerah mengakui hak ulayat 

masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itU 
yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk lrigasi 
sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengakuan hak ulayat dalam 
~ngelolaan irigasl diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Kedua 
Hak Guna Air Untuk Irigasi 

Pasal 26 
(1) Hak guna air untuk irigasi meliputi : 

a. hak guna pakai air untuk irlgasl; dan 
b. hak guna usaha air untuk irlgasi. 

(2) Hak guna pakaJ aJr untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan untuk pertanian perrlesaan. 

(3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian. 

(4) Hak guna usaha air untuk irigasi pada lahan yang sudah beralih fungsi 
dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi daerah. 

Pasal 24 menjadi Pasal 25 
baru 

Pasal 25 menjadi Pasal 26 
baru 

'"'" 



Paragraf 1 
Hak Guna Air Untuk Pertanian dan Perikanan 

Pasaf 26 
(1) Gubernur memberikan hak guna pakai air untuk lrlgasi kepada P3A, 

GP3A dan IP3A pada setiap daerah lrigasi yang dimanfatkan di pintu 
pengambilan bangunan utama. 

(2) Hak guna pakai air untuk irigasl diberikan kepada masyarakat petani 
dan perikanan melalul P3A, GP3A dan IP3A berdasarkan permohonan 
izln pemakaian air untuk irigasi, diberlkan dalam bentuk keputusan 
Gubernur sesuai dengan kewenangannya 

(3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem 
irlgasl baru dan sistem irlgasi yang dltingkatkan dlberikan kepada 
masyarakat petani dan perikanan melalul P3A, GP3A dan IP3A 
berdasarkan permohonan lzln pemakaian air untuk irigasi, 

(4) Hak guna pakai air untuk irigasi dlberikan pada suatu sistem irigasi 
sesual dengan luas daerah lrlgasi yang dlmanfaatkan. 

(5) Hak guna pakai air untuk lrlgasl dievaluasikan setfap 5 (lima) tahun oleh 
Dinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk 
lrlgasl dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbemya. 

(6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dlgunakan Gubernur 
sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak 
guna oakal air untuk irigasi. 

Paragraf 2 
Hak Guna Air, Badan Usaha, Badan Sosial/Perorangan 

Pasal27 

Paragraf 1 
Hak Guna Pakal Air 

Pasaf 27 
(1) Gubernur memberikan hak guna pakai air untuk lrigasi kepada P3A, 

GP3A dan IP3A pada setiap daerah irigasi yang dlmanfatkan di pintu 
pengambilan bangunan utama. 

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberlkan kepada masyarakat petani 
dan perlkanan melalui P3A, GP3A dan IP3A berdasarkan permohonan 
lzin pemakaian air untuk lrigasl, dlberikan dalam bentuk keputusan 
Gubernur sesual dengan kewenangannya 

(3) Hak guna pakai air untuk lrigasl bagi pertanian rakyat pada slstem 
irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada 
masyarakat petani dan perlkanan melalui P3A, GP3A dan IP3A 
berdasarkan permohonan izin pernakaian air untuk irigasi, 

(4) Hak guna pakai air untuk irfgasi diberikan pada suatu slstem lrigasl 
sesuai dengan luas daerah irlgasi yang dimanfaatkan. 

(5) Hak guna pakal air untuk irigasi dievaluasikan setiap 5 (llma) tahun oleh 
Oinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk 
irigasl dengan penggunaan air dan tcetersediaan air pada sumbemya. 

(6) Hasil Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (5) dlgunakan Gubernur 
sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak 
guna pakai air untuk lrlgasi. 

Paragraf 2 
Hak Guna Usaha Air 

Pasaf 28 
(1) Gubernur memberikan lzin hak guna usaha air untuk lrigasl bagi badan I (1) 

usaha, badan sosial,atau perseorangan secara selektif dengan tetap 
mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok 
seharl-hari dan irigasi pertanian perdesaan. 

Gubemur memberlkan lzln hak guna usaha air untuk irigasi bagl badan 
usaha, badan soslal,atau perseorangan secara selektif dengan tetap 
mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok 
sehari-hari dan irigasi pertanlan perdesaan. 

(2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 
dlberlkan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 ( sepuluh) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

(3) Hak guna usaha untuk air lrlgasi dievaluasi setlap 5 (llma) tahun oleh I (3) 
Dinas tekniS terkait untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna 
usaha air untuk irlgasl dengan penggunaan air dan ketersediaan air 
pada sumbemya. 

(4) Hasll evaluasl sebagalmana dimaksud pada ayat (3) digunakan I (4) 
Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau 
mencabut hak guna usaha air untuk iriqasi, ~--

Hak guna usaha air untuk irigasl sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) 
dlberlkan untuk daerah pefayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan dapat dlperpanjang. 
Hak guna usaha air untuk lrlgasi dlevaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh 
Dinas teknis terkait untuk mengkaji ulang kesesualan antara hak guna 
usaha air untuk lrlgasl dengan penggunaan air dan ketersediaan air 
pada sumbernya. 
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dlgunakan 
Gubernur sebagal dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau 
mencabut hak guna usaha air untuk irigasl. 

Pasal 27 menjadi Pasal 28 
baru 



Pasaf 28 Pasal29 
Tata cara dan mekanlsme untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi Tata cara clan mekaniSme untuk memperoleh hak guna air untuk irlgasi 
diatur lebih laniut dengan Peraturan Gubernur. dlatur lebih lanjut denaan Peraturan Gubernur. 

Baglan Ketiga 
Penyediaan Air Irigasl 

Pasal29 
(1) Penyedlaan air irigasl dttujukan untuk mendukung produktivitas lahan 

dalam rangka menlngkatkan produksl pertanlan yang makslmal. 
(2) Dalam hal tertentu, penyedlaan air lrigasl sebagalmana dimaksud pacla 

ayat (1) dapat dlberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan 
kebutuhan lainnya. 

(3) Penyediaan air lrigasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 
direncanakan berdasarkan pada praklraan ketersediaan air pada 
sumbemya dan dlgunakan sebagai dasar penyusunan rencana tat.a 
tanam. 

Pasal30 
Penyediaan air lrigasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
mengupayakan: 
a. optimalisasl pemanfaatan air lrigasi pada daerah irigasl atau antar 

daerah irigasi; dan/atau 
b. keandalan ketersedlaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan 

mutu air iriaasi dalam rangka penyediaan air irigasi. 

Pasal31 
(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas pada daerah irigasf yang berada pada 
llntas kabupaten/kota clan yang tuasnya 1.000 hektar sampai dengan 
3000 hektar berdasarkan masukan PJA. 

(2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasf yang menjadi 
kewenangan Pemerintah, dllimpahkan kepada Gubernur, kecuali untuk 
daerah irfgasi !Int.as provlnsi. 

(3) Penyusunan rencana tata tanam daerah lrigasi llntas provinsi 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Dinas 
terkalt clan dibahas melalui komisi irigasi antar provfnsl. 

( 4) Rencana tata tanam di seluruh daerah lrigasi yang terietak daJam suatu 
kabupaten/kota, balk yang disusun oleh dlnas kabupaten/kota maupun 
yang disusun oleh Dinas dibahas dan dfseJ)akati dalam komisf irigasi 

Bagian Ketfga I Pasal 29 menjadi Pasal 30 
Penyediaan Air Irigasl baru 

Pasal30 
(1) Penyediaan air lrigasi ditujukan untuk mendukung produktMtas lahan 

dalam rangka menlngkatkan produksl pertanlan yang maksfmal. 
(2) Oalam hal tertentu, penyedlaan air irigasi sebagalmana dimaksud pacla 

ayat {1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan 
kebutuhan lainnya. 

(3} Penyedlaan air lrigasl sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) 
direncanakan berdasarkan pada praklraan ketersediaan air pada 
sumbemya dan dlgunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata 
tanam. 

Pasal 31 I Pasal 30 menjadi Pasal 31 
Penyediaan air lrlgasi sebagafmana dimaksud dalam Pasal 30, baru 
mengupayakan : 
a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irlgasi atau antar daerah 

lrigasl; dan/atau 
b. keandalan ketersediaan air lrigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu 

air irigasl dalam ranaka oenvedlaan air irigasl. 

Pasal32 
(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas pada daerah lrigasl yang berada pada 
lintas kabupatenjkota dan yang luasnya 1.000 hektar sampaf dengan 
3000 hektar berdasartcan masukan P3A. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedlaan air lrigasi untuk 
penyusunan rencana tata tanam dlatur dengan Keputusan Gubemur. 

Pasal 31 menjadl Pasal 32 
baru 



3ten/kota serta dltetapkan oleh bupati/walikota. 
:uan lebih lanjut mengenai penyediaan alr lrigasi untuk 
sunan rencana tata tanam diatur deooan Keoutusan Gubernur. 

Pasaf 32 Pasal33 
iaan air irlgasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 disusun l (1) 

rencana tahunan penyediaan air irlgasi pada setlap daerah 
Peyediaan air irlgasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30 disusun 
dafam rencana tahunan penyediaan air frigasi pada setiap daerah 
lrfgasi. 

1na tahunan penyediaan air irlgasl sebagaimana dlmaksud pada 
(1) dlsusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas teknis 

sarkan usulan P3A yang dldasarkan pada rancangan rencana tata 
l, 

mgan rencana tahunan penyedla air lrigasi sebagaimana dimaksud 
ayat (2) dlbahas clan disepakati komisl frigasf provinsl atau komisi 
i kabuoaten/kota sesual dengan daerah irigasinya. 
angan rencana tahunan penyediaan air lrlgasl sebagalmana 
ksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisl irtgasi provinsi atau 
si irlgasi kabupaten/kota sesual dengan daerah lrlgasinya dalam 
: dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan 
isl air untuk irigasi. 
:angan rencana tahunan penyeclia air lrigasl sebagalmana dlmaksud 
1 ayat (4) ditetapkan oleh gubemur atau bupatl/wallkota. 
m hal ketersecriaan air dart sumber air tidak mencukupi sehlngga 
yebabkan perubahan rencaria penyecllaan air yang mengakibatkan 
bahan alokasi air · untuk lrigasl, P3A menyesuaikan kembali 
angan rencana tata tanam dldaerah lrlgasi yang bersangkutan. 

Pasal33 
ian rencana tahunan penyecllaan air irigasl yang menjadi 
~n Pemerlntah yang dfllmpahkan kepada Gubernur berdasarkan 
mnsentrasl, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal34 
al terjadi kekerlngan pacla sumber air yang mengaldbatkan 
i kekurangan air irigasi sehJngga dlperlukan substltusl air irgasi, 
th daerah dapat mengupayakan t:ambahan pasokan air lrigasl dari 
ir lalnnva atau melakukan penyesualan oenvediaan dan oengaturan 

(2) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dlnas teknis 
berdasarkan usufan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata 
tanam. 

(3) Rancangan rencana tahunan penyedia air lrlgasl sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (2} dibahas dan dlsepakati komisl irlgasl provlnsi at.au komisl 
irigasi kabuoaten/kota sesual dengan daerah irlgasinya. 

(4) Rancangan rencana tahunan penyedlaan air lrigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasl provinsl at.au 
komisi irigasl kabupaten/kota sesuai dengan daerah irigasinya dalam 
rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan 
alokasi air untuk lrfgasi. 

(5) Rancangan rencana tilhufli!ln penyedia air irigas/ sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (4) ditetapkan o/eh gubemur atau bupatl/wallkotil sesuai 
kewenangan. 

(6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupl sehingga 
menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan 
perubahan alokasl air untuk lrigasi, P3A menyesuaikan kernbali 
rancangan rencana tata tanam didael'ah lrlgasi yang bersangkutan. 

Pasal34 
Penyusunan rencana tahunan penyediaan air lrlgasl yang menjadi 
kewenangan Pemerlntah yang dilimpahkan kepada Gubemur berdasarkan 
asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal 33. 

Pasal35 
Dalam hal terjadi kekerlngan pada sumber air yang mengakibatkan 
terjadlnya kekurangan air irigasi sehlngga diperlukan substitusi air lrgasl, 
pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air lrfgasi dari 
somber air lainnva atau melakukan i:,envesuaian i:,envediaan dan pengaturan 

Pasal 32 menjadf Pasal 33 
baru 

Pasal 33 menjadl Pasal 34 
baru 

Pasal 34 menjadi Pasal 35 
baru 

,,., 



ietelah rnemperhatikan masukan dari komlsi lrigasi daerah sesual 
raturan perundang-undangan, 

Bagian Keempat 
Pengaturan Air Irigasi 

Pasal 3S 
xmaan pengaturan air lrigasi didasarkan atas penetapan rencana 
:anam clan rencana tahunan penyecfraan air irigasi yang memuat 
na tahunan pembaglan dan pemberian air lrigasi. 
:1ngan rencana tahunan pembagfan dan pemberian air irgasl 
un oleh Dinas berdasarlcan recana tahunan penyedlaan air irigasl 
P3A,GP3A clan IP3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata 
n. 
angan rencana tahunan pembagfan dan pemberian air irgasl 
galmana dlmaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakatl oleh 
si lrlgasl provinsi clan komlsi lrigasl Kabupaten/Kota sesuai dengan 
1th lrlgaslnya clan dltetapkan oleh Gubemur dan/atau 
ltl/Wallkota dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi 
I disepakati P3A,GP3A dan IP3A disetlap daerah irlgasi. 
baglan dan pemberlan air lrgasi berctasarkan rencana tahunan 
bagfan clan pemberian air lrgasi sebagaimana dlmaksud pada ayat 
dimulal pada petak primer, sekunder sampai dengan tersier 
wkan oleh pelaksana pengelolaan lrigasl sesuai dengan kebutuhan 
fna-masina. 

Pasat 36 
lbagian air lrigasi dalam jaringan primer dan at.au Jaringan sekunder 
kukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah 
ntukan. 
lbagian air lrlgasi ke petak t.ersler harus dilakukan melalur bangunan 
iP atau bangunan bagf-sadap yang telah ditentukan. 

PasaJ 37 
ggunaan air trfgasi di tingkat tersler menjadl hak dan tanggung 
lb P3A. 
ggunaan air irlgasl dJakukan dari saluran tersler atau saluran kuarter 
a tempat pengambilan yang telah ditetapkan ofeh P3A,GP3A dan 
\ 
~unaan air diJuar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
wkan dengan lzln pemerintah daerah. 

air irigasi setelah memperhatlkan masukan dari komisi irigasi daerah sesual 
n ooraturan oerundang-undangan. 

Bagfan Keempat 
Pengaturan Afr Irigasi 

Pasal36 
{ l) Pelaksanaan pengaturan air trigasl dldasarkan atas penetapan renc.ana 

tata tanam clan rencana tahunan penyedlaan air lrigasf yang memuat 
rencana tahunan pembaglan dan pemberian air lrfgasi. 

{2} Rancangan rencana tahunan pembaglan clan pemberfan air irigasi 
disusun oleh Dlnas dan P3A, GP3A clan IP3A berdasarkan recana 
tahunan penyediaan air irigasi mengenai kebutuhan air dan rencana 
tata tanam. 

(3) Rancangan rencana tahunan pembaglan dan pembertan air irgasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlbahas clan disepakatl oleh 
komlsi irlgasl provlnsi dan komisl lrtgasl Kabupaten/Kota sesuai dengan 
daerah irigaslnya clan dltetapkan oleh Gubemur dan/atau 
Bupati/WalHcota dengan memperhatlkan kebutuhan air untuk irtgasi 
yang disepakati P3A,GP3A dan IP3A disetiap daerah lrlgasl. 

{ 4) Pembaglan dan pemberian air trgast berdasarkan rencana tahunan 
pembagian dan pemberian air irgasi sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(3} dimulai pada petak primer, sekunder sampai dengan tersier 
dtlakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasl sesuaJ dengan kebutuhan 
masina-masina. 

Pasal37 
(1} Pembagian air lrigasl dalam jaringan primer dan atau jarlngan sekunder 

dilakukan melalut bangunan bagi atau bangunan bagl-sadap yang telah 
ditentukan. , 

(2} Pembaglan afr irigasl ke petak tersier harus dilakukan melalul bangunan 
sadap atau bangunan baQi-sadap yang telah ditentukan. 

Pasal:38 
(1) Penggunaan air frigast di tlngkat tersler menjadi hak dan tanggung 

jawab P3A. 
(2) Penggunaan air irigaSi dlakukan darf saluran tersier atau saJuran kuarter 

pada tempat pengambllan yang telah ditetapkan oJeh P3A,GP3A dan 
IP3A 

(3) Penggunaan air diluar ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (2}, 
dflakukan dengan IZin oemerintah daerah. 

Pasat 35 menjadi Pasal 36 
baru 

PasaJ 36 menjadi Pasal 37 
baru 

Pasal 37 menjadi Pasal 38 
baru 



Pasaf 38 
11 penyediaan air irgasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasl 

secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubemur dan/atau 
tlikota sesuai denqan tanggung tawabnva. 

Bagian Kelima 
Drainase 
Pasal39 

1k mengatur air lrigasi secara baik yang mernenuhi syarat-syarat 
lk irlgasi dan pertanlan, maka pada setiap pembangunan jaringan 
si harus dlsertal dengan pembangunan jarlngan dralnase yang 
a1pakan satu kesatuan sistem dengan jaringan irigasi yang 
angkutan. 
ierintah daerah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, 
,GP3A dan IP3A dan masyarakat menjaga dan/atau meningkatkan 
ngsungan fungsi drainase. 
yarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan 
:anian dengan mendapat izin dari dlnas atau pemerlntah 
upaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A,GP3A 
IP3A sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase. 

drainase sedapat mungkln diupayakan dlpergunakan kembali sesuai 
gan kaidah konservasi. 
ebihan air irigasl yang dialirkan melalui jaringan drainase harus 
ga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar 
rnenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang­
langan. 
nerlntah Daerah, Pemerlntah Kabupaten/l<ota, P3A,GP3A dan IP3A 
1 masvarakat berkewaiiban menjaga kelangsungan fungsi drainase. 

Bagian Keenam 
Penggunaan Air untuk AJ.r Irlgasi Langsung dart Sumber Air 

Pasaf 40 
sp pemakai air yang menggunakan air untuk irlgasl yang diambil 
~ung dari sumber air pennukaan, harus mendapat lzln dari 
1erlntah daerah sesuai dengan kewenangannva 

(4) 

Pasal 39 j Pasal 38 menjadi Pasal 39 
Dalam hal penyediaan air irgasl tidak mencukupi, pengaturan air irtgasi baru 
dilakukan secara bergilir yang dltetapkan oleh Gubemur dan/atau 
Buoatl/Walikota sesuai dengan tanoounq jawabnva. 

Bagian Kelima j Pasal 39 menjadi Pasal 40 
Drainase baru 
Pasal40 

(1) Untuk mengatur air irigasi secara balk yang memenuhl syarat-syarat 
teknlk lrigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan 
irlgasi harus disertal dengan pembangunan jaringan drainase yang 
merupakan satu kesatuan sistem dengan jaringan irigasi yang 
bersangkutan. 

(2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerlntah kabupaten/kota, 
P3A,GP3A dan IP3A dan masyarakat menjaga dan/atau meningkatkan 
kelangsungan fungsi drainase. 

(3) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan 
pertanian dengan mendapat izJn dari dinas atau pemerintah 
kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A,GP3A 
dan IP3A sepanjang tldak mengganggu fungsi drainase. 

( 4) AJ.r drainase sedapat mungkin diupayakan dipergunakan kembali sesuai 
dengan kaldah konservasi. 

(5) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus 
dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar 
memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang­
undangan. 

(6) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A,GP3A dan IP3A 
clan masvarakat berkewajiban menia9a kelangsunqan fungsl drainase. 

Bagian Keenam I Pasal 40 menjadi Pasal 41 
Penggunaan AJ.r untuk Air Irigasi Langsung dari Somber Air baru 

Pasal41 
(1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi yang dlambil 

langsung dari sumber air pennukaan, harus mendapat izin dari 
Pemerlntah daerah sesuai dengan kewenanQannva 



1 pengelolaan sumber daya air. 
unaan air untuk irigasi dengan cara mengambil langsung dari 
1gan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai 
:m peraturan dan perundang-undangan. 
1faatan saluran air lrigasi untuk perlkanan : 
lanya rekomendasi dari pemerintah daerah dankabupaten/ kota 
isuai dengan kewenangannya atas usul dari petani pemakai air. 
~gaturan pemanfaatan air irigasi untuk perikanan di atur dalam 
~raturan perundang-undangan. 

dalam pengelolaan sumber daya air. 
(2) Penggunaan air untuk irigasi dengan cara mengambil langsung darl 

cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan. 

(3) Pemanfaatan saluran air lrigasi untuk perikanan harus memperoleh : 
rekomendasi dari pemerintah daerah dan kabupaten/ kota sesuai 

dengan kewenangannya atas usul dari petani pemakai air. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air irigasi untuk perikanan 

diatur dengan peraturan Gubemur sesual dengan peraturan perundang­
undangan. 

BAB IX BAB IX 
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 

Bagian Kesatu Bagian Kesatu 
Pembangunan Jaringan Irigasl Umum 

Pasal 41 · Pasal 42 
bangunan dan peningkatan jaringan mgasi dilaksanakan (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan 
iasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air diwilayah berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air diwilayah 
,ai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan 
ruang wilayah, serta sesuai dengan norma, standar, pedoman dan tata ruang wilayah, serta sesuai dengan nonna, standar, pedoman dan 

1ual. manual. 
1bangunan dan peningkatan jarlngan irigasi sebagaimana dimaksud (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irlgasi sebagalmana dimaksud 
a ayat (1) harus mendapat lzin dan persetujuan desain dari pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari 
ierintah daerah. pemerintah daerah. 
gawasan pembangunan dan peningkatan jarlngan irigasi (3) Pengawasan pembangunan dan penlngkatan jaringan lrlgasi 
ksanakan oleh pemerlntah daerah. dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
1erlntah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan (4) Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung Jawab dalam 
ingkatan jairngan irlgai primer dan skunder. pembangunan dan penlngkatan jaringan irigasi primer dan sekunder 
lbangunan dan peningkatan jaringan lrigasi primer dan sekunder sesuai kewenangan. 
at dilakukan oleh P3A,GP3A dan IP3A sesuai dengan kebutuhan dan (5) Pembangunan dan penlngkatan jaringan irigasl primer dan sekunder 
iampuannya berdasarkan darl izin pemerintah daerah dalam dapat dilakukan oleh P3A, GP3A dan IP3A sesuai dengan kebutuhan 
gelolaan sumber daya air. dan kemampuannya berdasarkan dari izin pemerintah daerah dalam 
lbangunan dan peningkatan jarlngan irigasl tersier menjadi hak dan pengelolaan sumber daya air. 
19ung jawab P3A,GP3A dan IP3A (6) Pembangunan dan penlngkatan jaringan irlgasi tersier menjadi hak dan 
1m hal perkumpulan petanl pemakai air tidak mampu melaksanakan tanggung jawab P3A, GP3A dan IP3A 
1bangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi (7) Oalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan 
dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat rnembantu peningkatan Jaringan irlgasi tersier yang menjadi hak dan tanggung 

lbangunan jairngan irlgasi tersler berdasarkan permintaan dari jawabnya, pemerlntah daerah dapat membantu pembangunan jaringan 
,GP3A dan IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandlrian. irigasl tersler berdasarkan permintaan darl P3A, GP3A dan IP3A dengan 

memperhatlkan orlnsip kemandirian. 

Judul BAB IX dlubah menjadi 
PEMBAGUNAN DAN 

PENINGKATAN JARINGAN 
IRIGASI 

Hasil konsultasi Biro Hukum 
Kemendagrl. Judul dari Bab 
IX lni dikembalikan judul 
semula yaitu: 
Pengembangan Jaringan 
Irigasi. 



usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air (8) Badan usaha, badan sosiaf, atau perseorangan yang memanfaatkan air 
1mber air melalui jaringan lrigasi yang dibangun pemerintah dapat dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dlbangun pemerintah dapat 
iangun jarfngannya sendiri untuk keperluan pertanlan setelah membangun jarlngannya sendiri untuk keperluan pertanlan setelah 
,eroleh oersetujuan oemerlntah claerah. memoerofeh oersetujuan pemerintah daerah. 

Pasal42 Pasal43 
Jbahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan 
lCler yang mengakibatkan perubahan bentuk clan fungsi jaringan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan 
;I primer dan sekunder harus mendapa izin clari Gubernur. rencana clan program pengembangan pertanian dengan 
ubahan dan/atau pembongkaran jaringan lrigasi tersier harus mempertimbangkan kesiapan petani setempat. 
:Jaoat oersetuJuan dart P3A,GP3A dan IP3A 

Pasal43 
iUnan dan/atau penlngkatan jaringan irigasl dilakukan bersamaan 
(eglatan pengembangan lahan pertanlan beririgasi sesual dengan 
dan program pengembangan pertanlan dengan mempertimbangkan 
oetani setemoat. 

Pasal44 
(1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer clan Pasal 42 menjadi Pasal '44 

sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi baru 
jaringan irigasl primer dan sekunder harus mendapat izln dart 
Gubemur. 

(2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan lrigasi tersier harus 
mendaoat oersetuiuan dart P3A.GP3A dan IP3A 

Pasal45 Pasal 49 lama Pasal 45 baru 
Pembangunan, pembOngkaran, perubahan dan/atau penambahan 
bangunan-bangunan air dan/atau jaringan irigasl yang dilakukan oleh badan 
hukum dan badan soslal perorangan harus tertebih dahulu mendapatkan iztn 
darl Gubemur. 

Pasaf 44 Pasal46 Pasal 44 menjadl Pasal 46 
cara pemberlan lzin pembangunan, pengubahan dan atau Tata cara pemberian izin pembangunan, pengubahan dan atau baru 
llgkaran jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan pembongkaran jaringan irigasi diatur leblh lanjut dengan Peraturan 
ur. Gubemur. 



Bagian Kedua 
· Rehabilitasi Jaringan Irigasl 

Pasal45 
(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas 

kebutuhan, perbaikan irigasi meliputi : 
a. perbaikan bangunan penangkap air yang terdiri dari waduk, 

bendung, pengambilan bebas dan pompa air; 
b. jaringan irigasi primer; 
c. jaringan irigasi sekunder ;dan 
d. bangunan turutannya; 

(2) Rehabilitasl jaringan irigasi sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan komisi irlgasl 
provinsi. 

(3) Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada 
tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh 
aklbat kerusakan, keterbatasan pembiayaan clan besarnya dampak 
yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. 

( 4) Tata cara rehabilltasi jaringan irigasl meliputi tahapan sebagai berikut : 
a. inventarisasi jaringan irigasl pada setiap daerah irigasi melalul 

penelusuran jaringan irigasl; 
b. perencanaan rehabilitasi jaringan lrigasi; 
c. pelaksanaan rehabllitasi jaringan irlgasi; 
d. pemantauan dan evaluasi rehabilltasl jarlngan irigasi. 

(5) Penyelenggaraan rehabilitasi Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) mengikuti nonna, standart, pedoman clan manual yang 
berlaku. 

BABX 
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Operas! Jaringan Irigasi 

Pasal46 
( 1) Kegiatan operas! jaringan irigasi meliputi : 

a. pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data 
luas tanam, dll); 

b. pekerjaan kalibrasl alat pengukur debit; 

BABX 
PENGELOLAAN JARlNGAN IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Operasi Jaringan Irigasi 

Pasal47 
(1) Kegiatan operasi jarlngan irigasi mellputl: 

a. pekerjaan pengumpulan data ( data debit, data cu rah hujan, data 
luas tanam, dll); 

b, pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit; 

Pasal 45 menjadi Pasal 49 
baru 

Pasal 46 menjadi Pasal 47 
baru 
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c. pekerjaan membuat rencana penyediaan air ta. .an, pembagian 
clan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan, rencana 
pengeringan, dll; 

d. pekerjaan melaksanakan pembagian clan pemberian air (tennasuk 
pekerjaan : membuat laporan permintaan air, mengisi papan 
operasi, mengatur bukaan plntu); 

e. pekerjaan mengatur plntu-pintu air pada bendung berkaitan dengan 
datangnya debit sungail banjir; 

f. pekerjaan mengatur pintu kantong fumpur untuk menguras endapan 
lumpur; 

g. koordinasl antar instansi terkalt;dan 
h. monitoring dan evaluasl keglatan operasi jaringan lrlgasi. 

(2) Tata cara operas! jaringan irigasl mellputi: 
a. t.ahap perencanaan mefiputi perencanaan penyedlaan air tahunan, 

perencanaan tata tanam detail, rapat komisl irlgasl untuki menyusun 
rencana tata tanam, perencanaan penllbagian dan pemberian air 
t.ahunan. 

b. t.ahap pelaksanaan rnefiputi laporan keadaan · air dan tanaman, 
penentuan rencana kebutuhan air, pencatatan debit saluran, 
penetapan pembaglan air, taporan : produktMtas dan neraca 
pembagian air per daerah irigasi dan pengoperasian bangunan 
pengatur irlgasi. 

c. Tahap monitoring dan evaluasl mellputi monitoring pelaksanaan 
operasi, kallbrasi alat ukur clan monitoring kinerja daerah irlgasl. 

(3) Penyelenggaraan operasi jarlngan irlgasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menglkuti norma, standart, pedoman dan manual yang 
berlaku. 

.Bagian Kedua 
Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Pasal47 
(1) Ruang lingkup kegfatan pemellharaan jaringan meliputf inventarlsasl 

kondlsi jarlngan irtgasr, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evatuasi. 

· c. pekerjaan membuat · cana · penyecllaan air tahunan, pembagian 
clan pemberlan air tahunan, rencana tata tanam tahunan, rencana 
pengerlngan, • dll; 

d. pekerjaan melaksanakan pembaglan dan pemberian air (tennasuk 
pekerjaan : membuat laporan permintaan air, mengisl papan 
operasi, mengatur bukaan plntu); 

· e. pekerjaan mengatur pintu·plntu air pada bendung berkaltan dengan 
datangnya debit sungal banjlr; 

f. pekerjaan mengatur pintu kantoog lumpur untuk menguras endapan 
lumpur; 

· g. koordlnasl antar instansl terkait;dan 
h. monitoring clan evaluasi kegiatan operasi jaringan irigasi. 

(2) Tata cara operasi jaringan irigasi mellputi: 
. a. tahap perencanaan mellputi perencanaan penyedlaan air tahunan, 

perencanaan tata tanam detail, rapat komisf lrigasi untuk menyusun 
rencana tata tanam, perencanaan pembagian clan pemberian air 
tahunan. 

b. tahap pelaksanaan mefiputl ,laporan ! keadaan air dan tanaman, 
penentuan rencana kebutuhan air, pencatatan debit saluran, 
penetapan pembaglan air, laporan produktivitas dan neraca 
pembagian air per daerah irigasi clan pengoperasian bangunan 
pengatur irigasl. 

· c. Tahap monitoring dan evaluasl mellputi monitoring pelaksanaan 
operasi, kallbrasi alat ukur dan1 monitoring kinerja daerah irigasl. 

(3) I Penyelenggaraan operasi Jaringan irlgasl sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menglkutl norma, stanclart, pedoman dan manual yang 
berlaku 

Baglan · Kedua 
Pemeliharaan Jarfngan Irlgasl 

Pasal48 
(1) i Ruang llngkup keglatan pemellharaan jaringan meflputi lnventarisasi 

I kondrsi jaringan trigasl, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
,evaluasi. 

(2) Jenls pemellharaan jaringan lrigasi terdiri dari pengamanan jaringan (2) . Jenis pemeliharaan jaringan lrlgasl terdiri dari pengamanan Jaringan 
lrigasf, pemeliharaan rutin, pemellharaan berkala dan perbalkan lrigasl, pemeflharaan rutln, pemellharaan berkata dan perbaikan 
darurat · darurat. 
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(3) Tata cara pemeliharaan jaringan lrigasi meliputi tahapan 
berikut: 
a. lnventartsasl jarlngan irigasi pada setlap daerah irigasi; 

sebagal I (3) Tata cara pemeliharaan Ja.rtngan lrlgasl meliputi tahapan sebagal berikut 

a. inventarlsasl jaringan irlgasi pada setiap daerah lrigasi; 
b. perencanaan pemeliharaan jarlngan irigasl; b, perencanaan pemeliharaan jaringan lrlgasi; 
c. pelaksanaan pemeliharaan jaringan lrigasi; c. pelaksanaan pemellharaan jaringan lrlgasi; 
d. pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jarlngan irlgasl. d. pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi. 

(4) Penyelenggaraan pemellharaan jaringan irigasl sebagalmana dlmaksud (4) Penyelenggaraan pemellharaan jaringan irigasi sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (3) mengikutl nonna, standar, pedoman dan manual yang pada ayat (3) mengikuti norma, standar, pedoman dan manual yang 
berlaku. berlaku. 

Baglan Ketlga 
Penggunaan Jaringan Irlgasi 

Pasal 48 

(1) Penggunaan jaringan irigasl hanya diperuntukkan bagl keperluan 
pengaturan air irigasl mulai dari penyediaan, pembaglan dan pemberian 
air lrigasl. 

(2) Penggunaan jaringan irigasi selain dimaksud pada ayat (1) wajib 
mendapatkan lzln dart Gubernur. 

(3) Oengan ticlak mengurangl ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) air lrlgasi clan jaringannya dapat dlgunakan t:anpa izin 
dalam hal: 
a. memenuhi kebutuhan pokok seharl-harl; 
b. member! minum clan memandlkan ternak pada tempat yang telah 

ditentukan; 
c. menanggulangl bahaya kebakaran; 
d. menangkap lkan. 

(4) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dllakukan 
dengan cara tldak menghambat allran dan tidak mengubah sifat air 
serta tldak merusak jaringan lrigasi beserta tanah turutannya. 

Bagian Ketiga 
Rehabilltasi Jarlngan Irigasi 

Pasal49 

( 1) Rehabilitasi jaringan lrigasl dllaksanakan berdasarkan urutan prforttas 
kebutuhan, perbaikan irigasl meliputi : 
a. perbaikan bangunan penangkap air yang terdiri dari waduk, 

bendung, pengambilan bebas dan pompa air; 
b. jaringan lrlgasl primer; 
c. jaringan lrigaslsekunder;dan 
d. bangunan turut.annya; 

(2) Rehabilitasi jaringan irlgasl sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatlkan pertimbangan komtsi irlgasi 
provinsi. 

(3) Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilft.asi dldasarkan pada 
tingkat kerusakan jaringan irigasl, luas pelayanan yang terpengaruh 
akibat kerusakan, keterbatasan pemblayaan dan besarnya dampak 
yang tlmbul akibat penundaan perbalkan kerusakan. 

( 4) Tata cara rehabilltasl jaringan lrlgasl mellputl tahapan sebagai berikut : 
a. lnventarisasi jaringan lrigasl pada setiap daerah lrigasi melalul 

penelusuran jaringan irlgasl; 
b. perencanaan rehabllitasi jaringan lrigasi; 
c. pelaksanaan rehabllitasi jaringan irigasi; 
d. pemantauan dan evaluasi rehabilitasl jaringan lrlgasl. 

(5) Penyelenggaraan rehabilltasi jaringan irlgasl sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (3) menglkuti norma, standar, pedoman dan manual yang 
berlaku. 

Pasal 45 menjadi Pasal 49 
baru 
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Pasal49 
Pembangunan, pembongkaran, perubahan dan/atau penambahan 
bangunan-bangunan air dan/atau jaringan irigasi yang dilakukan oleh badan 
hukum clan badan soslal perorangan harus ter1ebih dahulu mendapatkan lzin 
dari Gubemur. 

Baglan Keempat 
Garis Sempadan 

Pasal SO 
(1) sebagai usaha pengamanan prasarana irigasi beserta bangunan 

pelengkapnya, dltetapkan garis se~padan untuk bangunan pagar. 
(2) Garis sempadan prasarana flsik pengalran dltetapkan berdasarkan 

fungsl dan kapasltas prasarana i fisik pengairan . ·beserta bangunan 
pelengkapnya. 

(3) Prasarana ftsik pengairan •sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) adalah sungai, jaringan irlgasJ, waduk telaga. dan rawa besert2J 
bangunan pelengkapnya. 

Baglan Keempat 
Penggunaan Jaringan Irigasl 

Pasal50 
(1) i Penggur:iaan jaringan irigasi hanya diperuntukkan bagi kepertuan 

: pengaturan air irjgasl mulai dari penyediaan, pembagian dan pemberian 
, air irigasi. 

(2) Penggunaan jaringan irigasi setain dimaksud pada ayat (1) wajlb 
mendapatkan izin dari Gubernur. 

(3) Dengan:tidak mengurangl ketentuan sebagaimana•dlmaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) air irigasl dan jaringannya dapat cligunakan tanpa izln 
dalam hal: 
a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; 
b. memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang telah 

ditentukan; 
· c. menanggulangl bahaya kebakaran; 
· d. menangkap lie.an. 

( 4) 1 Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 
: dengan : cara tidak menghambat, aliran dan tidak mengubah sifat air 
· serta tidak merusak jaringan lrigasi beserta tanah turutannva 

Bagian Keffma 
Garis Sempadan 

Pasal51 
(1) Sebagai usaha : pengamanan prasarana irigasi beserta bangunan 

pelengkapnya, dltetapkan garls sempadan untuk bangunan pagar. 
(2) Garis sempadan prasarana fisik pengalran dltetapkan berdasarkan fuAQSi 

dan kapasltas prasarana fisik pengairan .beserta bangunan 
pelengkapnya. 

(3) Prasarana fislk pengairan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) adalah sungai, jaringan irlgasi, waduk telaga dan rawa besetta 
bangunan pelengkapnya. 

Pasal 49 lama menjadi Pasal 
45 baru 

Pasal 50 menjadl Pasa1 51 
baru 
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Pasal51 
(1) Bila tidak ditentukan lain, garis sempadan sungal untuk bangunan dan 

atau pagar permanent, diukur dari sisi atas tepi · sungal yang tidak 
ll>ertanggul atau dari kaki tanggul sungai sebelah luar/bangunan sungal 
dengan jarak : 
a. 5 (lima) meter untuk bangunan; 
b. 3 (tigc,) meter untuk pagar permanent. 

(2) DI kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam 
huruf (a) dan (b) ayat (1) bisa diperkecil masing-masing menjadl 
4 meter dan 2 meter. 

Pasal52 
(1) Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari slsi atas 

tepl saluran yang tidak bertanggul atau darl kaki tanggul sebelah luar 
saluran/bangunan lrlgasl atau pembuangan dengan jarak : 
a. s (llma) meter untuk saluran dengan ~pasltas 4 m3/dt atau lebih; 
b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasltas 1 sampai 4 m3 /dt; 
c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang 11 m3/dt. 

(2) Garis Sempadan Pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau darl 
luar kaki tanggul saluran/bangunannya, dengan jarak : 
a. 3 (tiga) meter untuk saluran pengairan, 1 pengambilan dan 

pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
b. 2 (dua) meter untuk saluran pengalran, pengambilan dan 

pembuangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) huruf b .. 
c. 1 (satu) meter untuk saluran pe11galran, pengambilan dan 

pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. 
(3) Pada daerah dengan pembangunan padat, jarak sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, bisa diperkecil menjadl 
masing-maslng 4 dan 2 meter. 

Bagian Kelima 
Larangan 
Pasal53 

Setiap orang, Badan Hukum, Badan I Usaha dan Badan Sosial dilarang 
menempatkan, mendirikan atau memperbalki sesuatu bangunan dan atau 
pagar pekarangan permanen, balk secara keseluruhan atau sebagian, 
dengan jarak ,kurang darl ketentuan sebagalmana dimaksud pada Pasal 51 
dan Pasal 52. 

Pasal52 
( 1) 1 Bila tidak dltenttltkan lain, garis sempadan sungai untuk bangunan dan 

; atau pagar permanent, diukur darl sisi atas tepl sungai yang titlak 
I bertanggul atau dari kaki tanggul sungai sebelah luar/bangunan sungai 
1 dengan jarak : 
. a. 5 (lima) meter untuk bangunai,; , 
b. 3 (tiga) meter untuk pagar permanent. 

(2) i Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagalmana dimaksud dalam 
huruf (a) dan (b) ayat (1) bisa diperkecil masing-masing menjadl 

· 4 meter dan 2 meter. 
Pasal 53 

( 1) 1 Garis sempadan jaringan lrigasi untuk bangunan diukur dari slsi atas 
1 tepi salwran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar 
, saluran/bangunan irigasl atau penllbUangan dengan jarak : 
. a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m3/dtatau leblh; 
b. 3 (tiga) meter untuk saluran ttengan kapasltas 1 sampai 4 m3 /dt; 

. c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasltas kurang 1 m3/dt. 
(2) Garis Sempadanl Pagar, dlukur dari tepi atas samping saluran atau dari 

luar kaki tanggut saluran/bangunannya, dengan jarak : 
; a. 3 (tiga) meter untuk saluran pengairan, pengambilan clan 

pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurl.if a. 
I b. 2 (dua) meter untuk saluran pengalran, pengambilan tlan 

pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurl.if b. 
1 c, 1 (satu) meter untuk saluran pengairan, pengambilan dan 

pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurl.if c. 
(3) Pada daerah dengan pemba11gunan padat, 1jarak sebagaimana 

·dimaksud pada ayat (l)lhuruf a1dan huruf b, bisa dlperkecll menjadi 
masing-masing 4 dan 2 meter. 

I Bagian Keenam 
laral!lgan 
Pasal 54 

Setiap orang, Badan Hukum, , Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang 
menempatkan, mendirikan atau memperbaiki sesuatu I bangunan dan atau 
pagar pekarangan pennanen, balk : secara keseluruhan atau sebagian, 
dengan jarak kurang· dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 
dan Pasal 53. 

Pasal 51 menjadi Pasal 52 
baru 
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Pasal 54 Pasal 55 
(1) Setiap orang atau badan dilarang menyadap air dari saluran pembawa (1) Setiap orang atau badan dilarang menyadap air dari saluran pembawa 

pacla tempat selain dari pada yang telah ditentukan. pada tempat selaln dari pada yang telah ditentukan. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyadap air dari bawah tanah pada I (2) 
daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan 
mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapat izln lebih dahulu dari 
Gubernur. 

Setiap orang atau badan dilarang menyadap air dari bawah tanah pada 
claerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan 
mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapat izin lebih dahulu dari 
Gubernur. 

Pasal55 
Dilarang membuat galian dan atau penggalian saluran keliling atau saluran 
pembuang lainnya dari kebun-kebun atau tanaman lainnya dengan jarak 
kurang dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 52 serta dengan dalam 
lebih dari setengah meter dari perrnukaan tanah sekelilingnya. 

Pasal 56 

Pasal56 
Setiap orang atau badan dllarang membuat/ mengambil galian di saluran 
keliling atau saluran pembuang lainnya dari kebun-kebun atau tanaman 
lainnya dengan jarak kurang dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 52 
serta dengan dalam lebih dari setengah meter darl perrnukaan tanah 
sekelllingnva. 

Pasal57 
Para pembawa atau pengembala ternak dilarang mengikat ternak atau 
membawa ternak berjalan diatas saluran dan bangunan irigasi atau 
berdekatan dengan saluran dan bangunan tersebut. 

(1) Para pembawa atau pengembala ternak dilarang mengikat temak atau I (1) 
membawa temak berjalan diatas saluran dan bangunan irigasi atau 
berdekatan dengan saluran dan bangunan tersebut kecuali pada 
tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. (2) Para pembawa atau pengembala ternak, atas perintah petugas/pegawai 

pengalran wajib dengan segera menjauhkan ternak-ternak tersebut 
seperti yang dimaksud ayat (1). 

(2) Para pembawa atau pengembala ternak, atas perintah petugas/pegawai 
pengairan wajib dengan segera menjauhkan temak-ternak tersebut 
seperti yang dlmaksud ayat (1) pasal ini. 

(3) Petugas pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak 
memindahkan ternak yang dlikat maupun yang tidak diikat dengan cara 
sebagalmana dimaksud pada ayat {1),dari saluran dan bangunan irigasi 
atau dari tempat yang berdekatan dengan saluran clan bangunan 
irigasi. 

(4) Pemilik ternak dilarang melepaskan ternak di daerah milik pengairan, di 
saluran dan bangunan lrigasi atau dari tempat yang berdekatan dengan 
saluran dan bangunan, yang akan mengakibatkan kerusakan terhadap 
saluran dan banaunan. 

(3) Petugas pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak 
memindahkan ternak yang dilkat maupun yang tldak dilkat dengan cara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dari saluran dan bangunan irigasl 
atau dari tempat yang berdekatan dengan saluran dan bangunan 
irigasl. 

(4) Pemilik ternak dilarang melepaskan ternak di daerah milik pengairan, di 
saluran clan bangunan lrlgasi atau dari tempat yang berdekatan dengan 
saluran dan bangunan, yang akan mengakibatkan kerusakan terhadap 
saluran dan bangunan. 

Pasal 55 menjadl Pasal 56 
baru 

Pasal 56 menjadi Pasal 57 
baru. 

Sesuai hasil konsultasi di 
Biro Hukum Kemendagri. 
Pasal ini ada perobahan: 
1. Kata "kecuall dst" pada 

ayat 1 dlhllangkan. 
2. Ayat 2, kata "pasal inl" 

dihilangkan. 

Pasal 57 
Oalam rangka menjaga kelestarian aringan irigasi dan bangunan 

Pasal 58 I Pasal 57 menjadi Pasal 58 
Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasl dan bangunan baru 

pelengkapnya dilarang : pelengkapnya setiap orang atau badan dilarang : 
a. mengambil, menggali atau menggeser/mengikls tanah yang terrnasuk a. mengambil, menggall atau menggeser/mengikls tanah yang terrnasuk 

dalam jaringan irigasi. dalam jarlngan lrigasi. 
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b. merusak, mengambil, mencabut dan membabat lempt .. ::1dn rumput atau 
tanaman pelindung permukaan tanah pada daerah milik pengalran atau 
jaringan irlgasi tanpa seizin kepala dinas. 

c. menanami ltanggul saluran atau tepl saluran dengan· tidak seizin kepala 
dinas. 

d. menutup dan menghalang-halangi jalan air dengan cara apapun juga. 
e. membuang sampah/kotoran ke dalam ,saluran dan bangunan irlgasl dan 

atau ke areal tanah1 oenqairan. 

Pasaf 58 
{ 1) Dilarang mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan­

bangunan dan saluran dalam jaringan i irigasi maupun bangunan 
fi)elengkap. 

(2) Bangunan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ,termasuk yang ada di 
dalam, di atas maupun yang melintasi saluran dan bangunan irigasl 
tersebut. 

(3) Tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clan (2) ditentukan 
<l>leh Gubemur. 

Pasal 59 
Setiap orang at.au Sadan dilarang membuang air limbah/bekas dengan alat­
alat mekanis atau tanpa alat mekanis ke dalam jaringan lrigasi yang dapat 
berakibat menghambat aliran, mengubah · sifat air, serta I bangunan jarlngan 
lriqasl besertal tanah turutannva. 

Pasal60 
(1) Oilarang membuang at.au merendam keramba ikan1 dan bahan lainnya 

yang rnerusak lingkungan pada saluran dan bangunan irigasl, kecuali 
pacla saluran drainase/pembuang · yang telah mencfapat rekomendasl 
teknis dari Dlnas bersangkutan dengan pertfmbangan Komlsl Irigasi 
serta Izin Gubem111r. 

(2) Dllarang menyadap/rnengambil air dari safuran dan bangunan lrigasi 
tanpa seizin Gubemur. 

b. merusak, mengambll, men __ .Jut dan membabat lempengan rumput atau 
tanaman pelindung permukaan tanah pada daerah mllik pengairan atau 
jarlngan irigasi tanpa seizin kepala dinas. 

c. menanami tanggul saluran atau tepi saluran dengan tidak seizin kepala 
dinas. 

d. menutup dan menghalang-halangi jalan air dengan c.ara apapun jl!Qa. 
e. membuang sampah/kotoran ke dalam saluran dan bangunan irigasi dan 

atau ke areal tanah·pengalran. 

Pasal59 
( 1) Setiap (!)rang atau badan dilarang 

membongkar bangunan-bangunan dan 
maupun bangunan pelengkap. 

Pasal 58 lama menjadi 
mendirlkan, mengubah atau I Pasal 59 baru 
saluran dalam jaringan irigasi 

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk .yang ada di 
dalam, di atas rnaupun yang rnelintasi saluran dan bangunan lrlgasi 
tersebut. 

Pasal60 
Setiap orang atau Sadan dilarang membuang air limbab/bekas <ilengan alat­
alat1 mekanis atau tanpa alat mekanis ke dalam jaringan irigasi yang dapat 
berakibat menghambat aliran, mengubah slfat air, serta bangur:ran jaringan 
irigasl beserta tanah turutannva. 

Pasal61 
{1) Setiap orang atau Sadan dilarang membuang atau1merendam keramba 

lkan dan bahan lalnnya yang merusak llngkungan pada saluran tlan 
bangunan lrigasi, kecuali pada saturan dralnase/pembuang yang telah 
mendapat rekomendasi teknls , dart Dinas bersangkutan dengan 
pertlmbangan Komis! Irigasl serta izin Gubemur. 

(2) Setiap orang at.au Badan dilarang menyadap/mengambil air dari saluran 
clan bangunan irlgasi tanpa iZin Gubemur. 

(3) Tata cara lzin sebagalmana dimaksud pada ayat (1) clan (2) ditetapkan 
oleh Gubemur 
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BAB XI 
PENGELOLAAN ASET 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal61 
(1) Pengelolaan aset lrlgasi mencakup inventarlsasl, perencanaan 

pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasl pelaksanaan 
pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset 
lrigasl. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasl dltetapkan 
dengan Peraturan1 Gubemur. 

BAB XI 
PENGELOLAAN ASET 

Baglan Kesatu 
Umum 

Pasal62 
(1) I Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan 

1 pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan 
1 pengelolaan aset lrigasi, serta pemutakhiran hasil inventarfsasi aset 
i irigasi. 

(2) I Ketentuan lebih I lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan 
1 deng_an Peraturan Gubernur. 

(1) Aset irlgasi 
lrigasi. 

Bagian Kedua 
Inventarisasi Aset lrlgasl 

Pasal62 
terdiri dari jarlngan irigasi dan 

Bagian Kedua 
Inventarlsasi Aset Irlgasi 

Pasal63 
pendukung pengelolaan I (1) . Inventarisasi aset irigasi meliputi : 

(2) Inventarisasi jarlngan irigasi bertujuan I untuk mendapatkan data 
jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset lrlgasi serta data 
ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah 
lrlgasi dalam rangka keberlanjutan sistem lrigasi. 

(3) Inventarisasi pendukung pengelolaan lrigasi bertujuan untuk 
mendapatkan data Jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung 
pengelolaan irigasi. 

( 4) Pemerlntah daerah atau pemerlritah kabupaten/kota melaksanakan 
lnventarisasl aset lrlgasi sesuai dengan kewenangannya dalam 
Jl)engelolaan slstem irtgasi. 

(5) Pemerintah daerah melakukan pengabungan atas hasil inventarlsasl 
aset irlgasl yang dilakukan oleh pemerfntah kabupaten/kota dan yang 
dilakukan oleh pemerlntah: daerah. 

(6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petanl pemakal 
air, dan pemerintah nagari/desa melakukan inventarisasl aset lrigasi 
yang menjadi tanggung jawabnya secara berk.elanjutan untuk 
membantu pemerlntah daerah melakukan kompilasl atas hasil 
lnventarisasl. 

(7) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas I hasil inventarlsasi 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagai dokumen 
lnventarlsasi aset irlgasi daerah. 

a. Inventarlsasiijaringan irigasi; dan 
b. Inventarisasi.pendukung pengelolaan lriigasi. 

(2) Inventarisasi jaringan irlgasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, 
1 dimensi, jenis, ,kondisi, , dan fungsi seluruh aset irigasi serta data 
I ketersediaan air, nllai aset, dan , areal pelayanan pada setiap daerah 
1 lrlgasi dalam rangka keberlanjutan slstem irfgasi. 

(3) · Inventarlsasi pendukung pengelolaan lrigasl bertujuan untuk 
1 mendapatkan data jumlah, spesifikasl, kondisl, dan fungsi pendukung 
1 pengelolaan irigasi. 

( 4) I Pemerlntah daerah atau pemerintah kabupaten/kota melaksanakan 
i inventarisasi aset lrigasl sesuai dengan kewenangannya dalam 
1 pengelolaan sistem irigasi. 

(5) I Pemerlntah daerah melakukan pengabungan atas hasil lnventarlsasi 
; aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang 
1 dllakukan oleh pemerlntah daerah. 

(6) 1 Sadan usaha, badan sosial, perseorangan, perk.umpulan petani pemakal 
, air, clan pemerlntah nagari/desa melakukan inventarisasi aset irigasi 
, yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk 
1 membartrtu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasll 
i inventarisasi. 

(7) I Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarlsasl 
, sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) clan ayat (6) sebagai dokumen 
i fnventarlsasf aset irigasf daerah. 
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Pasal 63 Pasal64 

(1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaks1J1d dalam Pasal 621 (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi. ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi. 

(2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud I (2) 
dalam Pasal 62 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima ) tahun sekali pada setiap 
daerah irigasi. 

Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima ) tahun sekali pada 
setiap daerah irigasi. 

(3) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang I (3) 
didasarkan atas dokumen inventarisasi aset lrigasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49. 

Pemerintah daerah mengembangkan sistem lnformasi irigasi yang 
didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7). 

(4) Sistem informasi lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) I (4) Sistem informasl irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(3) 
meruoakan sub sistem informasi sumber daya air. merupakan sub·sistem informasi sumber daya air. 

:Sagian Ketiga 
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi 

Pasal64 
(1) Perencanaan pengelolaan ; asset lrigasi meliputi keglatan analisis data 

hasil lnventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset 1irigasi dalam setiap daerah 
irigasi. 

(2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan 
aset irigasi 5 (lima) tahun sekali. 

(3) Penyusunan rencana pengelolaan asset irigasi dilakukan secara terpadu, 
transparan, dan akuntabel • dengan melibatkan semua pemakal air irigasi 
dan pengguna jarlngan irigasl. 

(4) Badan usaha, batlan sosial, perseorangan, atau P3A,GP3A dan IP3A 
menyusun rencana pengelolaan aset irigasl yang menjadi tanggung 
iawabnva secara li>erkelaniutan. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi 

Pasal65 
(1) Dinas teknls yang membidangi lrigasl, sesuai I dengan tanggung 

jawabnya mefaksanakan pengelolaan aset I irlgasi secara berkelanjutan 
li>erdasarkan rencana pengelolaan aset lrigasi yang telah ditetapkan. 

(2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A,GP3A dan IP3A 
melaksanakan pengelolaan aset lrigasi yang menjadi tanggung 
iawabnya secara merkelanjutan. 

Bagian Ketiga 
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi 

Pasal65 
(1) Perencanaan pengelolaan asset irigasi meliputi kegiatan analisls data 

hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tlndak lanjut 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irlgasi dalam setiap daerah 
lrigasl. 

(2) Pemerlntah daerah mer,yusun dan menetapkan rencana pengelolaan 
aset irigasi 5 (lima) tahun sekali. 

(3) Penyusunan rencana pengelolaan asset irigasi dilakukan secara 
terpad1,1, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua 
pemakai air irigasi clan pengguna jaringan irigasi. 

(4) Badan .usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A,GP3A dan IP3A 
menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadl tanggung 
iawabnva secara berkelaniutan. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi 

Pasal66 
(1) i Oinas teknis yang membidangi irigasl, sesuai dengan tanggung 

· jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasl secara berkelanjutan 
I berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasl yang telah ditetapkan. 

(2) 1 Badan trsaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A,GP3A clan IP3A 
1 melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung 
· jawabnya secaral berkelanjutan. 
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Bagian Kelima 
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Ingasi 

Pasal 66 
(1) Dinas teknls yang membidangi irigasl, sesual dengan kewenangannya 

melakukan evaluasf pelaksanaan pengelolaan aset lrigasl setiap tahun. 
(2) Badan usaha, badan sosJal, perseorangan, atau perlcumpulan petani 

pemakal air rnembantu gubemur dalam mefakukan evaluasl 
pelaksanaan pengelolaan aset lrigasi yang menjadi tanggungjawabnya 
secara berkelanjutan. 

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset lrigasi sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (1) dllakukan untuk mengkaji ulang kesesualan antara 
rencana dan oelaksanaan pengelolaan aset iri<lasl. 

Bagian Keenam 
Pemutakhlran Hasil Inventarlsasi Aset Irtgasi 

Pasal67 
Pemutakhiran hasil lnventarisasi aset irigasl dilaksanakan ofeh pemerintah 
daerah sesuai dengan kewena 

BAB XII 
PEMBIAYAAN 
Baglan Kesatu 

Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jarlngan Irigasl 
Pasaf 68 

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengembangan jaringan 
irtgasi primer dan sekunder yang luasnya 1000 ha sampal dengan 3000 
ha. 

(2) PembJayaan pengembangan jaringan lrigasi tersier menjadl tanggung 
jawab P3A dan nagari/desa. 

(3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang so 
(llma puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersler dan bangunan 
pelengkap tersier lalnnya menjadl tanggung jawab pemerintah daerah 
sesual dengan kewenangannya. 

(4) Dalam haf P3A,GP3A clan IP3A tidak mampu membia¥al ggngembangan 
jarlngan irfQasJ tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah 
daerah sesuaf dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan 
pengembangan jaringan irigasi tersfer, berdasarkan permintaan 
P3A,GP3A dan IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian. 

Bagian Kelima 
Evaluasl PelaKSanaan Pengelolaan Aset Irigasi 

Pasal67 
(1) Dinas teknls yang membidangi lrigasl, sesuai dengan kewenangannya 

melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun. 
(2) Badan usaha, badan soslal, perseorangan, atau perkumpulan petani 

pemakal air membantu gubemur dalam melakukan evaluasi 
pelaksanaan pengelolaan aset irlgasi yang menjadi tanggungjawabnya 
secara berkelanjutan. 

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irjgasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dllakukan untuk mengkctji ulang kesesuaian antara 
rencana dan pelaksanaan oenQelolaan aset irlgasi. 

Bagian Keenam 
Pemutakhiran Hasfl Inventarisasi Aset Irjgasi 

Pasal68 
Pemutakhiran hasll lnventarisasi aset irigasi dllaksanakan oleh pemerintah 
daerah sesuai dengan kewena 

BAB XII 
PEMBIAYAAN 
Bagian Kesatu 

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irtgasi 
Pasal69 

(1) Pemerlntah Daerah bertanggungjawab atas pengembangan jaringan 
lrigasi primer clan sekunder yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 
ha. 

(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasl tersier menjadi tanggung 
jawab P3A dan nagari/desa. 

(3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 
(lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersler dan bangunan 
pelengkap tersier lainnya menjadl tanggung jawab pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

( 4} Dalam hal P3A,GP3A dan IP3A tidak rnampu membiayaf pe11Qembangan 
jaringan irlgasi tersler yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan 
pengembangan jaringan irlgasi tersier, berdasarkan permintaan 
P3A,GP3A dan IP3A dengan memperhatlkan prinslplkemandirian. 
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(5) Pemblayaan pengembangan jaringan irlgasi yang diselenggarakan oleh (5) Pembiayaan pengembangan jarlngan lrlgasl yang diselenggarakan oleh 
badan usaha, badan sosial atau badan perseorangan ditanggung oleh baclan usaha, badan sosiaf atau badan perseorangan ditanggung oleh 
masing-maslnQ. masing-masiOQ. 

Bagian kedua 
Pembiayaan Pengelolaan Jarlngan Irfgasi 

Pasal69 
(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pembiayaan 

pengelolaan jaringan lrigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang 
dart 1000 ha. 

(2) Pemblayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder 
didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irlgasl pada setiap 
daerah irtgasi. 

(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan lrigasl pada setfap 
daerah irlgaSi dllakukan pemerintah daerah bersama denganP3A 
berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan konbibusl 
P3A,GP3A dan IP3A 

{4) Prloritas penggunaan blaya pengefolaan jaringan irigasi sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) pada claerah lrlgasi dlsepakatl pemerlntah 
daerah dengan P3A,GP3A clan IP3A 

Pasal 70 
(1} Pembiayaan pengelolaan jartngan irigasi primer dan sekunder 

sebagaimana dfmaksud dalam Pasaf 68 ayat (1) merupakan dana 
pengelolaan lrigasi yang pengetofaannya menjadi tanggungjawab 
pemerintah daerah. 

(2) Penggunaan dana pengalokasian frfgasl sebagafmana dirnaksud pada 
ayat (1) dlfakukan sesual dengan peraturan perundang-undangan. 

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang 
pengetolaannya menjadl tanggung jawab pemerintah daerah dlatur 

n Peraturan Gubemur. 

Pasal71 
( 1) Pembiayaan pengelolaan jarfngan lrigasi tersier menjadi tanggungjawab 

P3A,GP3A dan IP3A di wllayah kerjanya. 
(2) Oalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jarfngan lrigasi 

tersler yang menjadi tanggung jawabnya, pemerlntah daerah sesual 
clengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan 
jarfngan irigasi tersebut, berdasarkan pennint.aan darl P3A dengan 
memoerhatikan prinslp kemandirian. 

Baglan kedua 
Pemblayaan Pengelolaan Jaringan Irlgasl 

Pasal10 
1) Pemerlntah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pembiayaan 

pengelolaan jaringan lrigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang 
dart 1000 ha. 

2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder 
didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan lrlgasi pada setiap 
daerah lrigasi. 

3) Perhitungan angka kebutuhan nyata penge!Qlaan irigasi pada setiap 
daerah irigasl dilakukan pemerintah daerah bersama denganP3A 
berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatlkan konbibusi 
P3A,GP3A clan IP3A 

4) Prioritas penggunaan biaya pengetolaan jaringan lrigaSl sebagalmana 
dimaksud pacla ayat (1) pada daerah irlgasl disepakati pemerfnt.ah 
daerah dengan P3A,GP3A dan IP3A 

Pasaf 71 
( 1) Pembiayaan pengelolaan jarlngan irlgasi primer clan sekunder 

sebagafmana dlmaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan dana 
pengelolaan irigasl yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab 
pemerintah daerah. 

(2) Penggunaan dana pengatokasian irigasi sebagaimana dirnalcsud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irfgasi yang 
pengelotaannya menjadi tanggung jawab pemerlntah claerah diatur 

;an Peraturan Gubemur. 

Pasal72 
( 1) Pemblayaan pengelolaan jaringan lrlgasi tersier menjadi tanggungjawab 

P3A,GP3A dan IP3A di wHayah kerjanya. 
(2) Oalam hat P3A tldak mampu membiayai pengelolaan jartngan irigasi 

tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya dapat membantu pemblayaan pengelolaan 
jarlngan frigasi tersebut, berdasarkan pennintaan dari P3A dengan 
memoerhab1can prlnsip kemandlrian. 
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(3} Pembiayaan pengefolaan jaringan irigasl yang l .tgun oleh badan I (3) 
usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing­
masfng. 

(4) Pengguna jaringan irigasi wajib lkut serta dalam pembiayaan I (4) 
pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah, 
pemerintah daerah atau pemerfntah kabupatn/kota sesuai dengan 
kewenanqannva. 

Pemblayaan pengelol, jaringan irigasi yang dibangun oleh baden 
usaha, badan sosial atau per.;eorangan ditanggung oleh masing­
masing. 
Pengguna jaringan irigasi wajib lkut serta dalam pembiayaan 
pengelolaan jaringan lrigasi yang dibangun oleh pemerlntah, 
pemerintah daerah atau pemerintah kabupatn/kota sesuai dengan 
kewenangannva. 

Pasal72 Pasal73 
Pemblayaan operasional komisl irlgasi daerah clan menjadi tanggungjawab Pembiayaan operasional komisi irigasi daerah dan menjadi tanggungjawab 
daerah sesuai dengan kewenangannva. daerah sesual dengan kewenangannva. 

BAB XIII 
AUH FUNGSI LAHAN 

Pasal73 
{1) Untuk menjamin kelestartan fungsl clan manfaat jaringan irigasl, I (1) 

pemerlntah claerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi 
dan/atau mengendalikan alih fungsl lahan bertrigasi di daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundag-undangan. 

(2) Dinas teknls yang berwenang dan bertanggungjawab di bldang lrlgasi I (2) 
berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan berlrlgasi untuk 
keperluan non pertanian. 

(3) Pemerintah daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial lrlgasi I (3) 
dalam rencana tata ruang wtlayah untuk mendukung ketahanan pangan 
nasional. 

Pasal74 

BABXlll 
AUH FUNGSI LAHAN 

Pasaf 74 
Untuk menjamin kelestarfan fungsi dan manfaat jarlngan irigasi, 
pemerlntah daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi 
dan/atau mengendalikan alih fungsl lahan beririgasl di daerah sesual 
ketentuan peraturan perundag-undangan. 
Dinas teknis yang berwenang clan bertanggungjawab di bidang irlgasi 
berperan mengendalikan terjadinya aUh fungsi lahan berlrlgasi untuk 
keperluan non pertanian. 
Pemerlntah claerah secara terpadu menetapkan wllayah potensial irigasi 
dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan 
nasionaf. 

Pasal75 
(1) Allh fungsi lahan berlrigasl tidak dapat dilakutcan, kecuali terdapat : 

a. perubahan rencana tata ruang wllayah; dan/atau 
(1) Afih fungsl lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat: 

a. perubahan rencana tat.a ruang wllayah; dan/atau 
b. Bencana alam yang mengaklbatkan hllangnya fungsi lahan dan 

jaringan irigasi. 
b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan 

jaringan lrigasl. 
(2) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta 

jarlngannya yang diaklbatkan oleh perubahan rencana tata ruang 
(2) Pemerlntah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta 

wilayah. --------- -
(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang I (3) 

slstem frigasl dalam hal: 
a. sebagian jaringan lrigasl baralih fungsi;dan/atau 
b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi. 

jarlngannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang 
wilayah. 
Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang 
slstem frlgasf dalam hal: 
a. sebagian jarfngan irigasl barallh fungsi;dan/atau 
b. sebaglan lahan beririgasi beraJih fungsi. 

Hasil konsultasl Biro Hukum 
Kemendagrl, pada pasal ini 
agar fungsi lahan 
disesuaikan dengan t.ata 
ruang. 
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( 4) Baclan usaha, badan sosial, atau instansi yang .!lakukan kegiatan 
yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan berlrigasi yang melanggar 
rencana tata ruang wllayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a wailb menqgantl lahan beririgasi beserta Jartngannva. 

BAB '1J.V 
PENGENDAUAN/PENGAWASAN DAN KEBERLANJUATAN SISTEM IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Pengendalian dan Pengawasan 

Pasal75 
(1) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi pada setlap daerah 

irlgasi dilaksanakan pengendalian dan pengawasan yang dllakukan oleh 
pemerintah daerah dengan mellbatkan peran masyarakat. 

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
mellputl keglatan : 
a. pemantauan dan evaluasl agar sesuai dengan norma, standar, 

pedoman, clan manual; 
b. pelaporan; 
c. pemberian rekomendasi; dan 
d. penertlban. 

(3) Peran masyarakat clalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menyampalkan laporan dan/atau pengaduan 
kepada pihak yang berwenang. 

( 4) P3A, badan usaha, badan soslal, dan perseorangan menyampaikan 
laporan mengenal lnformasl pengembangan dan pengelolaan slstem 
irigasl yang menjadi tanggung Jawabnya kepada pemerintah daerah. 

(5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemerintah daerah sesual dengan k.ewenangannya menyedlakan 
informasl pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka 
untuk umum. 

(6) Ketentuan leblh lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan 
pengelolaan sistem lrigasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsl 
dlatur dengan Peraturan Gubernur. 

(4) Sadan usaha, badan ..:ilal, atau instansl yang melakukan · keglatan 
yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar 
rencana tata ruang wllayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a waJib mengganti lahan berirjgasl beserta iari 

BAB XIV 
PENGENDAUAN/PENGAWASAN DAN KEBERLANJUATAN SISTEM IRIGASI 

Bagian Kesatu 
Pengendalian dan Pengawasan 

Pasa176 
(1) Dalam pengembangan dan pengelolaan lrlgasl pada setlap daerah 

irigasi dilaksanakan pengendallan dan pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

(2) PengendaJlan dan pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
mellputl kegiatan : 
a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, 

pedoman, clan manual; 
b, pelaporan; 
c. pemberlan rekomendasl; dan 
d. penertiban. 

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) dlfakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan 
kepada pihak yang berwenang. 

( 4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan 
laporan mengenai informasl pengembangan dan pengelolaan sistem 
lrfgasl yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerlntah daerah. 

(5) Dalam rangka pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyedlakan 
lnformasi pengembangan clan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka 
untukumum. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan 
pengelolaan sistem irlgasi yang dllakukan oleh pemerintah provlnsi 
dlatur dengan Peraturan Gubernur. 
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Baglan Kedua 
Keberlanjutan Sistem Irigasi 

Pasal76 
( 1) Untuk melanjutkan keberlanjutan sistem irigasl perlu partislpasi dari 

semua pihak yang di dukung ketersecllaan air irigasi, fasilitas lrigasi, 
kelembagaan dan finansial yang baik. 

(2) Pemerintah ctaerah berkewajlban menentukan skala prioritas 
penggunaan air yang dltetapkan dalam hak guna air berdasarkan 
ketersedlaannva. 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

Pasal77 
(1) Selain oleh pejabat Penyidlk Kepollsian Republlk Indonesia yang 

bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, 
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57,Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 
penyidlkan dapat juga dllakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawal Negeri 
Sipil tertentu di llngkungan Pemerlntah Daerah yang pengangkatannya 
dltetapkan sesual dengan perundang~unctangan yang berlaku. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerlma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar 
keterangan clan laporan tersebut menjadt leblh lengkap dan jelas; 

b. meneflti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, 
prtbadl atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan 
sehubungan dengan tlndak pidana lrigasi; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadl atau 
badan sehubungan dengan tindak pldana irigasl; 

d. memerlksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokimen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana di bldang irfgasl; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, 
pembukuan, pencatatan clan dokumen lainnya serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang lrigasi; 

Bagian Keclua 
Keberlanjutan SiStem Irlgasi 

Pasal77 
(1) Untuk melanjutkan keberlanjutan slstem irigasi perlu partlsipasi dari 

semua plhak yang di dukung ketersedlaan air irigasi, fasilitas irigasi, 
kelembagaan dan flnanslal yang baik. 

(2) Pemerintah daerah berkewajiban menentukan skala prioritas 
penggunaan air yang dltetapkan dalam hak guna air berdasarkan 
ketersediaannya. 

BABYY 
PENYIDIKAN 

Pasaf 78 
( 1) Selain oleh pejabat Penyldik Kepolislan Republlk Indonesia yang 

bertugas menyldlk tindak pidana sebagalmana dimaksud pada Pasal 53, 
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57,Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 
penyidfkan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyfdik Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan Pemerlntah Oaerah yang pengangkatannya 
dltetapkan sesuai clengan perunctang-undangan yang berlaku. 

(2) Wewenang penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerlma, mencarl, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irlgasi agar 
keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. menellti, menc:ari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana lrigasl; 

c. memlnta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana irigasi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumerKlokimen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana di blclang lrigasl; 

e. melakukan penggefedahan untuk mendapatkan barang bukti, 
pembukuan, pencatatan clan dokumen lainnya serta melakukan 
penyltaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bldang irfgasi; 
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g. menyuruh berhenti, melarang seseorang n. 1Q9alkan ruangan 
at.au tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa ldentltas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagalmana dlmaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkait.an dengan tindak pldana di bidang 
irigasi; 

I. memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperlksa 
sebagal tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidlkan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidlkan 

tlndak pidana di bldang lrfgasl menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

g. rnenyuruh berhent. .!larang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung clan memeriksa 
ldentltas orang dan at.au dokumen yang dlbawa sebagaimana 
dirnaksud pada huruf e; 

h, memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pldana di bidang 
lrigasl; 

I. memanggit orang untuk diclengar keterangannya dan diperiksa 
sebagal tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidlkan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tlndak piclana di bldang irigasl menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidlk sebagalmana dimaksud pada ayat (1), memberltahukan I (3) 
dimulalnya penyidlkan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui PenYidik Keoolislan Negara Republik Indonesia. 

Penyldlk sebagalmana dimaksud pada ayat (1), memberit.ahukan 
dlmulainya penyidlkan dan menyampalkan hasil penyldikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penvldlk Kepolisian Negara Republlk Indonesia. 

BAB XVI 
SANKSI 

Bagian Kesatu 
SankSI Adminlstrasi 

Pasal78 
Terhadap penyimpangan dari ketentuan Pasal 53, gubemur at.au pejabat 
yang dltunjuk berwenang : 
a. memerintahkan kepada pemillknya untuk membongkar bangunan atau 

pagar batas pekarangan ctengan blaya yang dltanggung oleh pemllik 
maslng-maslng. 

b. membongkar secara paksa balk bangunan maupun pagar dengan biaya 
'ang dlbebankan keoada oemiHk masfng-maslllQ, 

Bagian Kedua 
5anksi Pidana 

Pasal79 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagalmana dimaksud 

dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,Pasal -57,Pasal-58, Pasal 
59dan Pasal 60., diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam} bufan at.au denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima putuh 
juta rupiah). 

BABXVI 
SANKS! 

Baglan Kesatu 
Sanksi Admlnistrasi 

Pasal79 
Terhadap penylmpangan dart ketentuan Pasal 53, gubemur atau pejabat 
yang ditunjuk berwenang : 
a. memerintahkan kepada pemlllknya untuk membongkar bangunan atau 

pagar batas pekarangan dengan biaya yang ditanggung oleh pemllik 
masing-masing. 

b. membongkar secara paksa balk bangunan maupun pagar dengan biaya 
dibebankan kepada pemillk masing-maslna. 

Baglan Kedua 
Sanksl Pidana 

Pasal 80 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasat 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,Pasal 57, Pasal 58, Pasal 
59, dan Pasal 60, diancam dengan pldana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan at.au denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah). 
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(2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaiman, ·,,aksud pada' ayat 
(1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka _,,caman pidananya 
dikenakan terhadap pengurus. 

(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi 
atas beban biaya yang bersangkutan. 

(4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pelanggar yang menyebabkan terganggunya aliran air dan/atau 
rusaknya bangunan irigasi dan/atau tercemarnya air irigasi dapat 
dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentanQ Perlindungan dan Penaelolaan LingkunQan Hiduo. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 80 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1991 tertang Pengairan dicabut 
dan dinvatakan tidak berlaku. 

Pasal 81 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Gubernur. 

L. 

(2) Apabila pelanggaran · 1ak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh ~ .~cu badan hukum maka ancaman pidanan'ya 
dikenakan terhadap pengurus. 

(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi 
atas beban biaya yang bersangkutan. 

(4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pelanggar yang menyebabkan terganggunya aliran air dan/atau 
rusaknya bangunan lrigasi dan/atau tercemarnya air irigasi dapat 
dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiduo. 

BAB XVII 
KffiNTUAN PENUTUP 

Pasal 81 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1991 tertang Pengairan dicabut 
dan dinvatakan tidak berlaku. 

Pasal 82 
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 
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Pasal 82 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provins! Sumatera Barat. 

Diundangkan di Padang 
Pada tanggal : 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

Drs.H. AU ASMAR,M.Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580705 197903 1 004 

Ditetapkan di Padang 
Pada Tanggal 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

IRWAN PRAYITNO 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 

Pasal 83 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. 

Diundangkan di Padang 
Pada tanggal : 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

Drs.H. AU ASMAR,M,Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580705 197903 1 004 

Ditetapkan di Padang 
Pada Tanggal 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

IRWAN PRAYITNO 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 
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